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GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/593/VI.02/HK /2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan
Rancangan Peraturan Bupatti Lampung Tengah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan evaluasi cleh
Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati,

bahwa Evaluasi yvang dilakukan oleh Gubernur sebagaimansa
dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk menguji
kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, Perubahan Rencana Kera
Pemerintah Daerah, Perubahan Kebijakan Umum APBD dan
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta
Rencana Pembangunan Daerah,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Tengah  tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023:



Mengingat
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10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Un -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengeganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang
Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856]);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 teniang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerntah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 109, Tambahsn Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Kepublik Indonesia Nomor 6322);

Peraturar Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retrihusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan
Lembarar: Negara Republik Indonesia Nomor 6381),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan Dan Keuangsn Daerah [Berita Megara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita MNegara
Hepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781};
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Ewvaluast Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerazh tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaian Pendapatan dan Belanja
Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 20272 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 972;

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUAS] RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNC TENGAH

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023,

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati
Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
sehagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Bupati bersama DPED segera melakukan penyempurnaan dan
penvesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan
Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapaten dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud
Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) han sejak diterimanva
Keputusan ini.



KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu
tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPFRD Kabupaten
Lampung Tengah, dan Bupati Lampung Tengah menetapkan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi
Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung
Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan
Bupati Lampung Tengah, Gubemur mengusulkan kepada
Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau
pemotongan Dana Transter Umum sesua: dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupat
Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 vang
telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan evaluas:
sehagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupat
setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternvata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinyva,

Ditetapkan di Teluk betung

pada tanggal 2023
GUBERNUR LAMPUNG,
ARINAL DJUNAIDI
Tembmisan:
L. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di fakarta;
2, Menterd RKeuangan Bepublik Indonesia di Jakartag
3. Kepala Badin Pemerikss Keuangan Republik Indonesia Porwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan THPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
3, Inspelour Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

=
=

Kepala Biro Hukum Selretariol Deerah Provinst Lampung di Handar Lampung,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/5393/VI.02/HK /2023
TANGGAL : 10 OKTOBER 2023

TENTANG

EVALUAS] RANCANGAN PEREATURAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LAMPUNG TENGAH TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUAS] RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentung Pengelolaan Keuangan Daerah
ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus mendapat evaluasi
Gubernur sebelum ditetapkan Bupati, untuk itu dalam proses pelaksanaannva
agar memedomani:

A. Tahapan dan jadwal proses penyusunan Rancangan sebagaimana tercanturm
dalam Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penvusunan Perubahan APBD

' . ) Penetapan /Persetujuan /Surat Keterangan
Mo ) Nomaor Tanggal
1 | 2 3 4
| Feviu Perubahan | 0504215/ H.aVILOL F2023 11 JULE e Tekah sesusai
REKPD (Sebelum penetapan
! RKPD)
2 | Perubahan Rencana 30-TAHLN- 2023 AMJULI3 | Tidak sesuai
Kerja Pemerintah (paling lambat
Daerah (RKPEY minggu 111 bulan
Juli}




-

Uraisn Penetapan/ Persetujuan / Surat Keterangan
No | Nomor Tanggal
1 2 3 |
3 | Reviu Peruhahan OO RS Inapeldoratn, Y, 2093 a0 ALTE 2093 Telah
ELUA-Perubahan PFPAS sesual(sehelum
Penyampaian

Rancangan KUA dan
Rancangan PPAS
oleh Ketua TAPD

kepada Kepala
Daerah)

4 | Sarat Bupati perihal 05073315/ Ba VILO1 2023 20 JUL 202 Tidak sesual, 1
Penyampatan [paling tambat
Rancingdn minggu [l bulan :
Perubahan KUA dan Agustus|
Rancangan
Perubahan PPAS

| Kepada DPRD = = ) i —r

53 | Kesepakatan antara Tidak sesual,

OF f MEBS PREDY LTS 203
Kepala Daerah dan 06 [ NK,/ Setdn 1,08 2025 e {paling tambat
| DPRD) atas minggu 1l bulan
Rancangan Agustus|
Perubahan KUA dan H.gl!lﬂfﬂi‘ﬂw LTi3033
2 gan OF F K Betda, 1,03 2025
Perubahan PFPAS o B
6 | Reviu Perubahan RKA SO0 VIERAT TS ALOG A0 AN Telah sesuai,
SKPD {sebelum
Rancangan Perda
tentang Perubahan
APBL oleh Kepala |
Daerah kepada
DPRD paling lambat
Mingeu 11 bulan
. i B S Agustus -
= | Fm?amn?ian__ J S35 T w02 ) 2000 4 Bmpt 2022 Telah Sesuai.
Rancangan Perda {Paling lambar
tentang Perubshan Minggu 11 bulan
APED oleh Kepala September bagi
Daerah kepada DPRD daerah yang
| menerapkan 5 (lima)
hart kerje per
minggeu

8 | Persetujuan bersama qﬁ%%%: 22 BRFT 2023 | Telgh Sesuiai,

DPRD dan Kepala ' paling lambat 3 (tiga)

Draerah bulan sebelum
Tahun Anggaran
berkenaan berakhic

9 | Menyampaikan LRI/ 005 3.\, VELE2 /2000 JEEEFTH23 | Tealah Sesuai
Rancangan Perda paling lambat 30
tentang APBD dan September

Rancangan Perkada
tentang Penjabaran
APBD kepada
Cubermur uniuk
dievaluasi




Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa tahapan vang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk itu Pemerintah
Kabupaten Lampung Tengah agar berpedoman pada tahapan dan jadwal
proges penvusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuail ketentuan bunr
F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 20022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023,

Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
dalam APEBD

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah harus berdasarkan pada
perkiraan vang terukur secara rasional vang dapat dicapai untuk
setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian dan
berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sesual
ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

. Penganggaran target Pendapatan daerah meliputi semua peéenerimaan

uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (EKUD) vang tidak perlu
dibayvar kemhbal oleh daerah dan penerimaan lainnya sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah
ekuitas vang merupakan hak daerah dalam 1 [satu) tahun anggaran
sesual ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daeran dan butir C.1.
Lampiran Peraturan Menteni Dalam Negerni Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memperhatikan tingkat
rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total
penyertaan modal Pemerintah Daerah dan memperhatikan perolehan
manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka
waktu tertentu. sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah,
dan butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 84
Tahur 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada
BUMD vang kinerjanya belum memadai [performance based), harus
dilakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/ sebagian aset
dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan
Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan
perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.
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Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lamn
adalah mendukung pemublhan duma usaha dan optimalisasi melalu:
inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan
ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Rebnakan Belanja Daerah

i,

Pemenntah Daerah menyusun program pembangunan jangka
menengah daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang
berorientasi pada Rencana Pembangunan Daerah pemenuhan
kebutuhan urusan pemerintahan wajib vang terkait dengan pelavanan
dasar dasar dan pencapaian sasarar pembangunan sesuai ketentuan
butir D.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Belamja untuk pemenuhan uwrusan wapb vang terkast dengan
pelayanan dasar disesuaikan untuk pencapaian Standar Pelayvanan
Minimal (SPFM). Belanja dacrah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan
urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelavanan dasar
dan wrusan pemerintahan pilihan  setelah mempertimbangkan
pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib vang terkait
dengan pelavanan dasar sebagaimana dimaksud butir D.2 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B4 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penvusunan APBD Tahun Anggaran 20:23.

Alckasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan
berdasarkan target kinerja pelavanan publik tiap-tiap urusan
pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan jangka
menengah daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan
pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi

anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud
butir D3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun

2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Penganggaran belanja daerah harus mendukung target capalan
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan
kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanat
pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yvang menjadi kewenangan
daecrah, dan lkemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka
penanganan Corona Virus Disease 2019 {COVID-19) dan dampaknva
terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-
19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan,
sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud butir D5 Lampiran
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional,
analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
butir D.10 Lampiran Feraturan Menten Dalam Megen Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,
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3. Kehijakan Pembiavaan Daerah

Pembiayvaan Caerah merupakan setiap penerimaan vang perlu dibavar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yvang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3] Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
dan butir E Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belania
Daerah Tahun Anggaran 2023.

KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN
KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah
Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar
Rp2.638.738.105.864,00 bertambah sebesar Rpl7.715.067.578,00 menjadi

sebesar Ep2.656.453.173.442,00 dirme sebagaimana tercantum dalam
Tabel 2 sebagai berikut:
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Tabel 2

Pendapatan Daerah

; ; o dari Target
APBO Tuhun Anggassn 2033 PN T Yokt Bebty Dempet Perubahan APBD
Perubahan APRID Perubnhan APBLD
(Rp Toarget Perubahan APBDO Tabiin A 2023 | Tahin An anga | Tuhun Anggaran 2023
Urainn ", Tahun Anggaran 2123 e ““T:;ED P e dan Reabisani Semestar
Rl Thege ok 1 APBID Tahun
Tahun Anggaran 2023 | Tahun Anggaran 2023 A 023
(Kl %l 14
Target Fealinanl Semantor |
| 5 & Fab:5 8 Gei S 10=5:5 D=
PENDAPATAN DAERAH 2638 738 105_BE4.00 1090 UBE_BSEOT0, 16 | 30% 7,656, 483,173.442.00 17.715.067 578,00 1% 5%,
Pendupatan Asli Decrah 2856,07%,320.564.00 104.053.308.663.16 | 4% 267,047,827 175.00 7.968.506.31 1,00 % A
Puajuk Dusrah 135,510,632.197.00 54093307 S00,00 | 43% 129.370.332.197,00 3,850, 700.000,00 aw &2%
Reteibusi Daerah 10.613.975.000,00 2.042.178.900.00 | 274 10,998, 775.000,00 B4, B 00, 000, 00 1 2,
Hasel Pengslolann
Firknyraan Dwarsh yang §,061.458.068,00 #2109, 774.130.17 | 114% 9.219,774.130.00 1,158, 316.062,00 Lam 100,
cli pisahian
i':"lf‘g""" ""“"1 g 114,503.255.504.00 17708043 740,45 | 33 117 488 045848, 00 2 858, &0, 246,00 2% 2
Pendapatan Tranafer 2,378, 2302, 1 38.000,00 o926, 572.078.387,00 | 3% 2,385 045 £00.247.00 0,746.56 1,367 00 4 1, 3,
b P“;‘;'“'"'_‘;t“'" 2,336 302 138.0006,00 805 03B 908654,00 | 9% | 2.216 B48 699 267,00 {19,353 438, 733,00 1 g,
L
Sendupubics Trasiater 140,000, 000,000,00 61,836.369.733,00 | 44% 16.100.000.000,00 29,100.000,00,00 21% 367
jﬁ"‘m““""“m?‘““ 3,485 647 000,00 IE1LITEO00,00 | L% 3,456 647.000,00 0,00 0% 1090,
Fendapaian Hibah 3456 647.000,00 | 36127800000 | 10w 3.456 B4 7,000,00 0,011 0% 10%
A s I : ol Mol B S i ilimertriigll I _hea

Lam-lam Pendapafan
SBesun dengan
Felefntwin Perilwran 0 o @ 0,00

Terundang-Undangan




=11 =

Berdasarkan tabel di atas kebijakan pendapatan daerah, yaitu:
Pendapatan Ash Daerah (PAD)

PAD

semula sebesar Ep259.079.320.864,00 bertambah sebesar

Rp7.968.506.311,00 menjadi sebesar Rp267.047 827,175,000 atau
10,05% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.656.453.173.442,00
diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1

2

Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah semula sebesar
Rpl125.510.632.197,00 bertambah sebesar Rp3.859.730.000,00
menjadi sebesar REpl29.370.332.197.00 atau 4.87% dar total

pendapatan daerah yvang diuraikan sebagai benkut:

a) Pafak Hotel semula sebesar RpB800.000.000,00 bertambah
sebesar Rp225.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.025.000.000,00;

b! Pajak Restoran semula sebesar Rp4.300.000.000,00 bertamkah
sebesar Rp350.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.650.000.000,00;

¢l Pajak Hiburan semula sebessr Rp450.000.000,00 bertambah
sebesar Hp50.000.000,00 menjadi sebesar RpS00.000.000,00;

d) Pajak Reklame semula sebesar Rp1.500.000.000,00 bertambah
sebesar Rpl150.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.650.000.000,00;

¢] Pajak Penerangan Jalan semula sebesar Rp59.194.783.232.00
bertambah sebesar Rpl1.959.700.000,00 menjadi sebesar
RpbH1.154.483.232,00;

] Pajak Parkir semula sebesar Rp750.000.000,00 bertambah
sebesar Rpl125.000.000,00 menjadi sebesar Rp875.000.000,00;

gl Pajak Air Tanah semula sebesar Rp9,.158.038.077,00 bertambah
sebesar Rp300.000.000,00 menjadi sebesar Rp9.458.038.077,00;

h) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan semula sebesar
Ep900.000.000,00 bertambah sebesar Rp250.000.000,00
menjadi sebesar Epl. 150.000.000,00;

1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
sebesar Rp40.168.310.888,00;

i} Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) semula
sebesar RpB.289 500.000.00 bertambah sebesar
Rp450.000.000,00 menjadi sebesar Rp8.739.500.000,00;

Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah semula sebesar
Rp10.913.975.000,00 bertambah sechesar Rp84.800.000,00
menjadi sebesar Rpl0.998.775.000,00 atau 0,41% dan total
pendapatan daerah vang diuraikan sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Umum semula sebesar Rp3 556.696.000,00
bertambah sebesar Rp2.091.504.000,00 menjadi  sebesar
Rp5.648.200.000,00;

bl Retribusi Jasa Usaha semula sebesar Rp3.855.029.000,00
berkurang sebesar Rp2.004.454.000,00 menjadi sebesar
Rpl1.850.575.000,00;
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c] Retribusi Perizinan Tertentu semula sehesar
Ep3.502.250.000,00 berkurang sebesar Rp2.250.000,00

menjadi sebesar Rp3.500.000.000,00;

Penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribhusi
daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan
retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro,
meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan
ekonomi. dan tingkat inflasi vang memengaruhi target pendapatan
pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan Pasal 102
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah
Kabupaten Lampung Tengah harus melakukan kegiatan

pemungutan dan pengawasan penvetorannya dengan berbasis
teknologi sesuai ketentuan dalam butir C.2.a.1).g) Lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Ncmor 834 Tahun 2022 tentang
Pedocman Penvusunan APBD Tahun Anggaran 2023

Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retnbusi daerah

dalam APBD memperhatikan:

@ Pembenan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan pembayaran atas pokok danj/atau sanksi pajak
daerah dan retnbusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-
Undang Nomor 1| Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

b. Kebijakan fskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

c. Insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan
kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-
Undang Nomor | Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberan Insentif
dan Kemudahan [nvestasi di Daerah: dan

d. Penganggaran retribusi daerah vyang bersumber dari jenis
pelayanan kebersiharn memperhatikan biava penanganan
sampah. Biava penanganan sampah didasarkan pada kegiatan
penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif
Retribusi dalarn  Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub
kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilaharn,
Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan
Akhir Sampah di TPA/TPST /SPA Kabupaten /Kota.
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e. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah
Daerah harus melakukan ekatensifikasi dan intengifikasi atas
kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut
merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai danr penghimpunan
data oljek dan suljek pajak, peaentuan besamya pajak vang
terutang sampail kegiatan peragihan pajak kepada wajib pajak
serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi,
dan

f. Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemernntah Daerah sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021
teniang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi
tlektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada
sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil
Pajak Kendaraan Bermotor berpedoman pada ketentuan Pajak
Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen] harus
dialokasikan  untuk  mendanai pembangunan dan/atau
pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana
transportasi umum sesual  ketentuan butir D.16.d.2).a).(3]
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokolk
paling sedikit 50% (lima puluh nersen|, dan target Pendapatan Bagi
Hasil Pajak Rokok dimaksud dialokasikan untuk mendana:
pelavanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh
aparat yang berwenang Selanjutnya, pelavanan kesehatan
masyvarakat yang didanal dari pajak mokok berpedoman pada
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah,

Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan
digunakan dalam rangka perluasan cakupan peserta untuk
penganggaran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (FBPU) dan
Bukan Pekerja (BF) vang didaftarkan Pemerintah Daerah dalam
kepesertaan program JKN menuju Universal Health Coverage,
selain itu dapat juga digunakan untuk penganggaran bantuan jiuran
PBPU dan BF vang didaftarkan Pemerintah Daerah, penganggaran
bantuan iuran PBPU dan BF kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi
iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan, sebagaimans teiah Jdiubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 53 Tashun 2017 dan butir G.6 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang

Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
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b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah vang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
vang Dipisahkan semula sebesar Rp8.061.458.068,00 bertambah
sebesar Rpl.158.316.062,00 menjadi sebesar RpY9.219.774.130,00

atau 0,35% dan total Pendapatan Daerah sebesar
Rp2.656.453.173.442,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus memperhatikan nilai

kekayaan daerah yang dipisahkan dan perovlehan manfaat ekonom,

sosial dan/atau mantaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara

lain:

a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa
deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah vang
mendapatkan investasi Pemenintah Daerah;

b} Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi
sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu:

c| peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu
sebagai akibat langsung dari investasi vang bersangkutan;

di peningkatan penverapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam
Jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dan investas: vang
bersangkutan; dan/atau

el peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dan
investas: Pemerintah Daerah;

dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah,
sesuai ketentuan butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menten Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penvusunan APBD
Tahun Anggaran 2023,

Selanjutnya, terhadap penyvertaan modal sampal dengan Tahun
Anggaran 2022 yvang kinerjanya belum memadai (performance based),
harus dilaltlukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat
seluruh /sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap
merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah vang
tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud
sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Lampung Tengah

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah juga harus lehbih
mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham
pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemepgang Saham (RUPS| ke
arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bag
Pemerintah kabupaten Lampung Tengah sesual dengan lujuan
penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.
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t. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah vang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
vang Sah semula sebesar Rpl14.593.255.599,00 bertambah sebesar
Rp2.865.690.249,00 menjadi sebesar Rpl17.458.945.848,00 atau
4.42% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.656.453.173.442,00.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah vang Sah, diuraikan ke dalam
onjek pendapatan sebagai berikut:

1| Jasa Giro semula sebesar Rpl1.254 825 475,00 berkurang sebesar
Ep4.700.000.000,00 menjadi scbhesar REpb.554.825.475.00 atau
0.25% dan total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai
ketentuan Pasal 24 avat (4) dan Pasal 31 ayat (4] huruf d Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan butir C.2,.a.3).a).{4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023,

2} Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
semula sebesar Rpl.B01.836.496,00 bertambah  sebesar
Rp7.413.190.209,00 menjadi sebesar Rp9.215.026.705.00 atau
0.35% dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai
ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4] huruf g Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan butir C.2.a.3).a).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023,

3] Pendapatan Denda Pajak Daerah semula sebesar Rp0.00
bertambah sebesar Rpl52.500.040,00 menjadi sebezar

Rpl52.500.040,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dapat
dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat

(4} huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(11} Lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

4] Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp50.000.000,00 atau
0,002% dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai
ketentuan Pasal 24 avat (4) dan Pasal 31 ayat {(4) huruf | Peraturan
Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan butir C.2.a.3).al.(12) Lampiran Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyvusunan
APBD Tahun Anggaran 2023,

3) Pendapatan BLUD sebesar Rp101.486.593.628,00 atau 3,82% dari
total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal
24 avat {4) dan Pasal 31 avat (4] huruf o Peraturar Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
butir C.2.a.3).a).(15) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunar APBD Tahun
Anggaran 2023,
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2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dan Pendapatan
Transfer semula sebesar RBp2.376.202.138.000,00 bertambah sebesar
Rp9.746.561.267,00 menjadi sebesar Rp2.385.948.699.267,00 atau
80 82% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.656.453.173.442,00.

Selanmjutnya, target Pendapatan Transfer, vang diuraitkan pada jenis
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar
Rp2.236.202.138.000,00 berkurang sebesar Rpl9.353.438.733,00
menjadi sebesar Rp2.216.848.699.267.00 atau 83 45% dan total
pendapatan daerah vang diuraikan pada objek pendapatan Dana
Perimbangan semula sebesar Rp1.925.135.959.000,00 berkurang sebesar
Rpl19.353.438.733,00 menjadi sebesar Rpl.905.782.520.267,00 atau
71,74% dari total pendapatan daerah vang diuraikan ke dalam nncian
ohjek pencapatan:

a. Dana Transfer Umum-Dana Bag Hasil (DBH) semula sebesar
Rpl9.000.111.912,00 bertambah sebesar RKpd4.214.520.088,00
menjadi sebesar Rp23.214.632.000,00 belum sesuai dengan alokasi
anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun
2022 teniang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2022 sebesar Rpl18.793.850.000,00;

b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum ([(DAU] sebesar
Rp634.676,295.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran vang
tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2023,

¢. Dana Alokasi Khusus [DAK) Fisik sebesar Rp58.042.740.000,00 telah
sesual dengan alokasi anggaran vang tercantum dalam Peraturan
Presiden Nomor 120 Tahun 2022 tentang HRmoan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

d. Dana Alokasi Khusus (DAK}] Kon Fistk semula sebesar
Epl91.411.028.000,00 bertambal sebesar Bp 118.200,000,00 menjadi
sebesar Rp191.529.228 006,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran
vang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023;

e. Dana desa sebesar Rpl137.428,595.000,00 telah sesuai dengan alokasi

anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun
2022 tentang Rincizn Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023,

Terdapat beberapa rincian objek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
vang belum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022
tentang Rincian Anggaran Pendapaten dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023, sesuai ketentuan butir C.2.h.4).a).(1), butir C.2.b.4).a).{2),
butir C.2.b.4).a).(3), butir C.2.b.4).a).(4), butir C.2.b.4).a).(5], dan butir
C.2.b.4).a).(B) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,
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Selanjumya, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah  harus
menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan
penggunasnnya  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan sesuai ketentuan butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penvusunan APBD
Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah, penggunaannva tidak
sesual denpgan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah
melakukan penyvesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah
dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Bupatl (entang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada
pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DFRD).

Berkenaan dengar hal tersebut, penvesuaian penganggaran dana
Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman kepada keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023,

B. Kebijakan Belanja Daerah

Penvediaan alokasi belanja daerah semula sebesar Rp2.690.030.377.785.00
bertambah sebesar Rp6H9.124.618.629.00 menjad sebesar
Hp2l.759.154.996.418,00, dinnei sebagaimana tercentum dalam Tabel 3
sebagai berikut:
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Tabel, 4

Urusan Pemerintah Daerah

Belanja

Rasio terhadap
Total Belanja
Daerah (%)

Belanja Operas:
{Rp)

Belanja Modal
(Rp)

Belanja Tidak

Terdugi
(Rpl

| Belanja Transfer
(Rp)

Jumlah Befanja
(Rp

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
. DASAR

1.340.423. 107897 (M

341.286.033.055,00

0,00 0,00

1.681.719,1440.952,0)

60,95 %

| URUSAN PEMERINTAHAN
| BIDANG PENDIDIEAN

0h5.728 66V 581,00

181.604.460.688.00

0,04 0,00

1.147.333.128,.269,0{

41,58 %

| URLU'SAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAM

293,560,973.737,00

50.407 852 397,00

0,040 0,00

343 968.836.134,00

12,47 %

URLUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEKERJAAN

| UMLUM DAN PENATAAN
RLUIANC

37.835.724.616,00

106,796, 502.240,00

0,00 0,00

144 .632.226.856,00

5.24 %

URUSAN PEMERINTAHAN

EAWASAN PERMUKIMAN

BIDANG PERUMAHAN DAN

13,174.013.095,00

[.961,526 230,00

0,00 0,00

15.135.539.326,00

0,53 %

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

23,581 487.7T3L00

3 1.800.000,00

00 R

23.013.2387.731,00

0,86 %

URUSAN FPEMERINTAHAN
BIDANG SOSIAL

6.552.241.136,00

483 RE1.500,00

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BEREAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN
| BIDANG TENAGA KERJA

04, | 80323, 708,00

3,787.305,702,00

3.069, 105.750,00

——— s

0,00 0,00

0,00 0, )

7.036.122.636,00

0,26 %

102,249,439,.459,00

48100000 ,00

0,00 0,00

3,71 % |

3.835.405.702,00

L B




Lirusan Pemerintaban

| &

Belanja Operasi
{Rp)

Belanja

Belanja Modal
(Rp|

Belanja Tidak

Terduga
(P

Helanja Transfer

{Ep)

Jumlah Belanja
[Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
FEREMPLUAN DAN

_ PERLINDUNGAN ANAK

—=

G6.391.277.261,00

53,800 000,00 |

0,00

0,00 |

6.445.167.261,00

RS0 terhadap '
Total Belanja
Dacrah (%a)

0,23%

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PANGAN

387.515.000 00

0,00

0,00

0,00 |

JBT.515.000,00

0,01%

L'RUSAN PEMERINTAHAN

100.000.000,00

1.300,0040.000,00

LURUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG LINGEUNGAN
HIDUP

9.9094, 1383497 .00

170..286,000),00

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

7.006.576.847,00

0,00

0,043

0,00

1400000, 300,00

0,05%

RS

10,164,424, 397 00

0,37 %

759.600.000,00

0,00

(00

B.456.176.847.00

0.31%

URUSAN PEMEEINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

6.631.013.931.00

45.239.750.00

0,00

0,00

G.6TH.253.68 1,00

0, 24%

URUSAN PEMEEINTAHAN

BIDANG PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

14.639.126.3680,00

GT. 60000000

0,00

0,00

14.736,726.380,00

0,53%

URUSAN PEMERINTAHAN

S ey e R

6.905.659.389,00

59.755.000,00

0,00

0,00

7.029.414.389,00

0,25%

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMATIEA

8.294.883.786,00

66,700 ,000,00

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOPERASI,
USAHA KECIL, DAN
MENENGAH

...........

BIDANG PENANAMAN
_MODAL

12,011,938 148,00

i'
0,00

0.00

1,00

B.361.583. 786,00

0,30%

0,00

|
3081,7306.322,00 |

AT 5O O, () |

0,000

0,00

0,04

12.011.938.148,00

5.456.736.322,00

0,44%

0,.20%




=0

| Rasio terhadap
Brlanja Towal Belanjs
Daerah [0
Urusan Pemerintahan . Bclands Titak laerah (%o
Belanja Operasi Belanja Modal ‘,;f;‘:“m - Belanja Transfer Jumiah Belanja
(Rpi {Rp (Rpl (Rp)
. kg

URUSAN PEMERINTAHAN -
BIDANG KEPEMUDAAN 0.807.519.911,00 | 4.500.000,60 0,00 0,00 G.812.0159.911,00 0.36%
DAN GLAHRAGA - : :
URLSAN PEMERINTAHAN I ! )
BIDANG STATISTIK #0.008.00000 | 0,00 | 0,00 0,00 40.000.000,00 0,017%
URLUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERSANDIAN 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 |
URUSAN PEMERINTAHAN B
BIDANG KEBUDAYAAN 2.964.842.000,00 0,00 | 0,00 0,00 2.964.942.000,00 0,11% |
URUSAN PEMERINTAHAN f :
BIDANG PERPUSTAKAAN 4. 382.600.635,00 B 435 000,00 : b0 0,0 4471 125.635.00 0, 16%: :
URIUISAN FEMERINTAHAN |
BIDANG KEARSIPAN — " o 0,09 0,00 0 0
Sy, oM LHLTNHAS 63.536.430.469,00 1.684.225.200,00 | 0,00 0,00 £5.220.655.669,00 2,36%
URUSAN PEMERINTAHAN :
BIDANG KELALUTAN AN 2.330.57 2 8040, 00 RN | .00 0,0 2. 330,572 800,00 D,CIH%
PERIKANAN
URUSAN PEMERINTAHAN .
BIDANG PARIWISATA 1.754.416.000,00 0,00 0,00 0,00 1,754,416,000,00 0,06%
URUSAN PEMERINTAHAN = :
URUSAN PEMERINTAHAN .
BIDANG KEHUTANAN 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ENERCGI DAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
SUMHER DAYA MINERAL
URLUSAN PEMERINTAHAN _ _
BIDANG PERDAGANCGAN FIA LA 42.500.000,00 | 0,00 0,00 456,230,000,00 0,02%
URUSAN PEMERINTAHAN | ;
EPENG FL LS ERN 7.402,257,354,00 4,000,000,00 0,00 0,00 7.406,257,354,00 0,27%
URUSAN PEMERINTAHAN . 3
BIDANG TRANSMIGRAS] 261,761,500,00 0,00 {3,000 0,00 261,761,500,00 0,01




e L

Total I 1,930..909.068 633,00

349.681.593.8505,00 |

fa SO0.0O . 00D0, 00

Rasio terbadap |
Belenja Tontal Belanja
— - Daerah [
Urusan Pemermiahan Belanja Tidak
Belanja Operasi Belanja Modal Terdugs Belanja Transfer Jumlah Belanja
(Rpl iRp) IRp) (Bp} IRpi
UNSUR PENDURUNG -
Stk e A 151,040.316.157,00 1.155.647.000,00 0,00 0,00 153, 104.963. 157,00 5,55%
SEKRETARIAT DAERAH 72,848 267 681,00 520.635.000,00 0,00 0,00 | 73.368 902.681,00 2.66%
SEKRETARIAT DPED TO A0 048 476,00 635,01 2.000,00 3,0 0,00 | TO T 36060 476,00 2 B9
UNSUR PENUNJANG . J 471.660.883 9200 :
URUSAN PEMERINTAHAN 137,233.068.327,00 1. 827.706.200,00 | 6.500.000,000,00 . 617.230.658 447,00 22.37%
PERENCANAAN 11.434.066.438,00 1 279.249.000,00 0,00 0,00 12.713.315.438,00 0,46%
KEUANGAN 112.428,447.407,00 401.870.500,00 | 6.500.000,000,00 | 720083338200 [ 54 364 651.827,00 21,43%
EEEEFEAW&THH B.THR.005. 345,00 35.155.000,00 .00 0,00 | A A04 151 345,00 0,32%
PENDIDIKAN DAN | —— T
BRI T 389.716.900,00 0,00 0,00 0,00 389.7 16.900,00 0,14%
PENELITIAN DAN _ : =
| PENGEMBANGAN 4.295.521.237,00 75.631,700,00 0,00 0,00 4,371.152.937,00 0.16%
PENGELOLAAN
| PENGHUBUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNSUR PENGAWASAN
URHAN FEMERINTATAL 21.035.028.984,00 0,00 0,090 0,00 21.035.028.984,00 0,76%
INSPEKTORAT DAERAH 21,035,028 084,00 0,00 | 0,00 0,00 21,035,028 984,00 0.76%
: LINSUR KEWILAYAHAN TLEIT.79] 666,00 STA.079, 250,00 0,00 R T390 /800 916,00 2 62%
E :%liqﬂ FEMERINTAHAN Ak SAf e 121.597.350,00 | 0.00 0,00 45.761,918.834,00 1,66%
ngﬂg"‘“ BANGEADAN | 4s.640.321.484.00 121,597 350,00 0,06 0,00 45,761 918.834,00 1,66%
[ 472.064.333.920,0

]

2.75%9, 154 906,94 18,00




]

3

4

3]

6]

7l

9)

10}

11)

12)

e

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak semula sebesar Rp5.901.126.661.00 bertambah
sebesar Rp544.040.600,00 inenjadi sebesar Rp6.445.167.261,00 atau
9,22 dan total belanja daerah sebesar Rpl.759.154.996.418,00;

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan semula sebesar
Rpl.015.141.800,00 berkusang sebesar Rp627.626.000,00 menjadi
sebesar Rp387.515.000,00 atau 61,83 % dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759.154.996.418,00;

Urusan Pemenntahan Bidang Pertanahan semula sehesar
Rpl1.559.037.300,00 berkurang sebesar Rpl139.037.300,00 menjadi

sebesar Rpl.400.000.000.00 atau 10,20% dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759.154.996.4 18,00,

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup semula sebesar
Rpl10.085.352.221,00 bertambah sebesar Rp79.072.176,00 menjadi
sebesar Rpl10.104.424.397,00 atau 0,78% dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759.154.996.418,00;

Urusan Pemenntahan Bidang Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil semula sebesar Rp&.238.386.216.00
bertambah /berkurang sebesar RKp217.790.631,00 menjadi sebesar
Rp8.456.176.847,00 atau 2.64% dari total belanja daerah sebesar
Rp2.759.154.996.418,00;

Urusan Pemenntahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
semula sebesar rpbh.544.430.392,00 bertambah sebesar
Rpl131.823.289,00 menjadi scbesar Rp6.676.253.681,00 atau 2.01%
dari total belanja daerah sebhesar Rp2.759.154.996 418,00;

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana semula sebesar Rpl14.295.116.122,00 bertambah sebesar
Rp441.610.258,00 menjadi sebesar Kpl4.736.726.380,00 atau 3,09%
dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan semula sebesar
Rp8.566.048.554,00 berkurang sebesar Rpl.536.634.165,00 menjadi
gebesar Rp7.029.414.389,00 atau 17,94% dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759.154.996.418,00;

Urusan Pemerintahan Didang Komumkas: dan Informabka semula
sebesar Rp9.604.197.741,00 berkurang sebesar Rpl1.242.613.955,00

menjadi sebesar RpB.361.583.786,00 atau 12,94 % dan total belanja
daerah sebesar Rp2.759.154.996.41%,00;

Urusar, Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
semula  sebesar Rpl3.710.793.628,00 berkurang  sebhesar
Rpl.698.855.480,00 menjadi sebesar Rpl2.011.938.143,00 atau
12,39 % dan total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00,

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal semula sebesar
Rp5.593.014.876,00 berkurang sebesar Rpl136.278.554,00 menjadi
sebesar Rpb.456.736.322,00 atau 2.44 % dan total belanja daerah
sebesar Rp2.759.154.996.418,00;
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14)

15)

16)

17)

18]

.25 -

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga semula
sebesar Rp9.526.206.751,00 bertamnbah sebesar Rp285.813.160,00
menjadi sebesar RpY. 81201991100 atau 3% dan total belanja

daerah sebesar Rp2.759.154.996.4138,00,

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik semula sebesar
Rpl104,148.500,00 berkurang sebesar Rp64.148.500,00 menjadi
sebesar Rp40.000.000,00 atau 61,59% dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759.154.996.418,00:

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian semula sebesar
Ep34.414.600,00 berkurang sebesar REp34.414.600,00 menjadi
sebesar Rp0,00 atau 100 % dan total belanja daerah sebesar
Rp2.759.154.996.418,00;

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan semula sebesar
Epl.308.692.000,00 bertambah sebesar Rpl.656.250 000,00 menjad:
sebesar Rp2.964.942 000,00 atau 126,56% dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759.154.996.4 18,00,

Urusan Pemenntahan Bidang Perpustakaan semula sebesar
Ep3.968.847.331.00 bertambah sebesar Rp502.278 304,00 menjadi
sebesar Rp4.471.125.635,00 atau 12,66% dari total belanja daerah

sebesar Rp2.759.154.996.418,00;

Urusan  Pemerintahan Bidang Kearsipan semula  sebesar
Rp98.199.550,00 berkurang sebesar Rp98.199.550,00 menjadi
sebesar Rp0,00 atau 190% dari total belanja daerah sebesar
Rp2.759.154.996.418,00.

Urusan Pemerintahan Pilihan

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan semula sebesar
Rp67.980.335.199,00 berkurang sebesar Rp2.759.720 530,00 menjadi
sebesar Rph5.220.655.669,00 atau 4,06% dari total belanja daerah sebesar

Rp2.759.154.996.418,00 terdini dan:

1)

)

3l

4

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan semula sebesar
Rp1.023.092.050,00 bertambah sebesar Rpl.307.480.750,00 menjadi
sebesar Rp2.330.572.800,00 atau 127 80% dan total belanja daerah
sebesar Rp2.759.154.996.418,00;

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata semula  sebesar
Rp2.144.785.000.00 berkurang sebesar Rp390.369.000,00 menjadi
sebesar Rpl.754.416.000,00 atau 18,20% dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759.154.996.418,00;

Urusan  Pemeiintahan  Bidang Pertanian  semula  sebesar
Ep57.200.965.131,00 berkurang sebesar Ep4.189.547.116,00 menjadi
sebesar Kpa3d.011.418.015,00 atau 7.32% darn total belanja daerah
sebesar Rp2.759.154.996.418,00;

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan semula sebesar
Rpo77.257.400,00 berkurang sebesar RpS21.027.400,00 menjadi
sebesar Rp456.230.000,00 atau 53,32% dari total belanja daerah

sebesar Rp2.759,154.996.418,00;



3]
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Urusan Pemermtahan Budang FPenndustrnian semula  sebesar
RpH.541.941. 118,00 bertambah sebesar REp864.316.236.00 menjadi
sebesar Rp7.406.257.354,00 atau 13,21% dari total belanja daerak
sebesar Rp2.759.154.996.418,00;

Urusan Pemenntahan Bidang Transmigrasi dianggarkan semula
sebesar Rp92.344.500,00 bertambah sebesar Rpl69.417.000.00
menjadi sebesar Rp261.761.500,00 atau 183.46% dan total belanja
daerah sebesar Rp2.759.154.996.418.00.

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan semula sebesar
Rpl43.818.491.552,00 bertambah sebesar RpY9.286.471.605,00 menjadi
sebesar Rpl153.104.963.157,00 atau 6,46% dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759.154 996 418,00 terdiri dari:

1]

2]

Sekretariat Daerah semula sebesar Rp63.318.231.076,00 bertambah
sehesar Rpl0.050.671.605,00 menjadi sebesar Rp73.368.902.681,00
atau 15.87% dari total belanja daerah sebesar
Rp2.759.154,996.418,00;

Sekretariat DPRD semula sebesar Rp80.500.260.476,00 berkurang
sebesar Rp764.200.000,00 menjadi sebesar Rp79.736.060.476,00 atau
0,95% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00

Unsur Penunjarng Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan semula sebesar
Rp633.780.218.808,00 berkurang sebesar Rpl6.549.660.361,00 menjadi
sebesar Rp617.672.988.447,00 atau 2,61% dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759.154.9%96.418.00 terdin dan:

1]

2]

3]

4

Perencanaan semula sebesar Rpl12.924.539.561,00 berkurang sebesar
Rp211.224.123,00 menjadi sebesar Rp12.713.315.438,00 atau 1.63%
dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418.00;

Reuangan semula sebesar RpHb05.698.520.398,00 berkurang sebesar

Rpl14.303.8668.571,00 menjadi sebesar Rp591.394.651.827,00 atau
2,36% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996,418,00;

Kepegawaian semula sebesar Rp10.038.423.188,00 berkurang sebesar

Rpl.234.271.843.00 menjadi sebesar RpB.804.151.345,00 atau 12,30%
dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996. 418,00,

Pendidikan dan Pelathan semula =ebesar Rpb05.419.100,00
bertambah sebesar Rp215.702.200,00 menjadi sebesar

Ep389.716.900,00 atau 35,63% dari total belanja daerah sebesar
Fp2.759.154.996.418,00,

Penelitian dan Pengembangan semula sebesar Rp4.513.416.561,00
berkurang sebesar Rpl42.263.624,00 menjadi sehesar
Rp4.371.152.937,0C atau 3,15% danr total belanja daerah sebesar
Rp2.759.154.996.418,00;
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f. Unsur Pengawasan Jrusan Pemenntahan

Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan semula
sebesar Rp20.022.078.991.00 bertambah sebesar Rpl.012.949 993 .00
menjadi sebesar Rp21.035.028.984,00 atau 5,06% dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759.154.936 418,00 terdin dan Inspektorat Daerah semula
sebesar Rp20.022.078.991,00 bertambah sebesar Rpl.012.949.993,00
menjadi sebesar Rp21.035.028 984,00 atau 5,06% dazii total belanja daerah
sebesar Rp2.759.154.996.418,00.

g. Unsur Kewilayahan

Alokasi anggaran Unsur Kewilavahan semula sepesar
Rp72.617.774.739,00 berkurang sebesar Rp226.903.823,00 menjadi
sebesar Rp72.390.870.916,00 atau 0,31% dari total belanja daerah sebesar
Rp2.759.154.996.418,00 terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Kecamatan
semula sebesar Rp72.617.774.739,00 berkurang sebesar
Rp226.903.823,00 menjadi sebesar Rp72.390.870.916,00 atau 0,3 1% dari
total belanja daerah sebesar Rp2.759.154 996_418,00.

h. Upsur Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran Unsur Pemenntahan Umum semula sebesar
Rp43.190.732.692,00 bertambah sebesar Rp2.571.186.142,00 menjadi
schesar Rp45.761.918.834,00 atau 5,95% dari total belanja daerah sebesar
Rp2.759.154.996.418,00 terdiri dari Kesatuan Bangsa dan Polihk semula
sebesar Rp43.190.732.692,00 ber:ambah sebesar Rp2.571.186.142,00
menjadi sebesar Rp45.761.918.834,00 atau 5,95% dan total belanja daerah
sebesar Rp2.759,.154.996 418,00,

Berkenaan dengan itu, Pemenntah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
mengalokasikan belanja daerah:

a, Untuk mendanai penyvelenggaraan urusan pemerintahan yvang menjadi
kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 282 avat (1) Undang-Undang
Momor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,

b. Disesuaikan dengan susunan organisasi vang ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan sesuail ketentuan Pasal 53
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

keuangan Daerah.

2] Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar
dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan
Alokasi anggaran untuk belanja SPM  Pendidikan semula sebesar
Rp86.101.845.850,00 bertambah sebesar Rp84.952.416.100,00,00

menjadi sebesar Rpl171.054.261.950,00,00 atau 98,7% dari total belanja

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar
Rp970.371.630.269,00,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut
diuraikan dalam kegiaian sebagai berikut:
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1] Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar
Rp47.384.395.950,00 bertambah sebesar Rp69.298.800.000,00
menjadi sebesar Rpl 16.683.195.950,00

2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula
sebesar Rp26.364.585.200,00 bertambah sebesar
Hpl12.586,937.100,00 menjadi sebesar Rp38.951.522 300,00

31 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dimi (PAUD] semula
sebesar Rpl.614.862.700,00 bertambah sebesar Rp2.752.679.000,00
menjadi sebesar Rp4 267 .561.700.00

4) RKegiatan Pengelolaan Pendidiken Nonformal/Kesetaraan semula
sebesar Rpl10.737.982.000,00 bertambah sebesar Ep314.000.000,00
menjadi sebesar Hpl1.051.982.000,

sesual ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun
2020 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

SPM kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM  Kesehatan semula sebesar
Rp5.707.785.500,00 bertambah sebesar Rp36 955.000.00 menjadi sebesar
Ep5.744.740.500,00 atau 0,65 % dan total Urusan Pemerintahan Bidang
Kesehatan sebesar Rp205.545.582.219,00 Alokasi anggaran untuk belanja
SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagal berikut:

1} Kegiatan Penyvediaan Fasilitas Pelayvanan, Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Fujukan Tingkar
Daerah Kabupaten (Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar) sebesar
Rp506.846.000,00;

2] Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKF Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten |(Kesehatan pada usia
Produktif) sebesar Rp551.534.000,00;

3} Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelavanan, Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten (Keschstan pada usia Lanjut) semula sebesar
Rp753.967.000,00 bertambah sebesar Rp51.255.000,00 menjadi
sebesar Rp805.222 000,00,

4] HKegiatan Penyediaan Fasilitas Pelavanan, Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten (Kesehatan Penderita Hipertensi) sebesar

Ep32.512.500,00;

5] Kegiatan Penyediaan Lavanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tmgkat Daerah Kabupaten (Kesehatan pada usia
Pendidikan dasar) tidak dianggarkan;

6] Kegiatan Penyediaan Lavanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Keschatan Pendernita
Daibetes Melitus) sebesar Rp29. 587 500,00,
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7] Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan uatuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkst Daerah Kabupaten (Kesehatan orang
gangguan jiwa berat] sebesar Rp141.259 500,00,

8] Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan orang
terduga tuberkolosis] sebesar Rp46.150.000,00;

9) Kegiatan Penyvediaan Layanan Kesehatan untuk UKPF Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan orang dengan

resiko terinfeksi virus vang melemahkan dava tahan tubuh manusial
sebesar Rp44.447.500,00;

10} Kegiatan Penyediaan Lavanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten {Kesehatan ibu hamil)
semula sebesar Rp2.175.471.500,00 berkurang sebesar
Rp10.800.000,00 menjadi sebesar Rp2.164.671.500,00;

11} Kegiatan Penyediaan Lavanan Kesehatan untuk UKP Eujukan, UkM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan 1bu bersalin)
sebesar Rp260.590.000,00,

12} Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Kesehatan Bavi baru
lahir} sebesar Rp341.660.000,00;

13| Kegiatan Penyediaan Layvanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Dacrah Kabupaten (Kesehatan Balita)
semula sebesar Rp823.760.000,00 berkurang sebesar Rp3.500.000,00
menjadi sebesar Rp320.260.000,00
Sesual Ketentuan Peraturan Pemerintash Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan
FPeraturan Menteri Kesehatan MNomor 4 Tahun 2019 tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan,

5PM Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Fekerjaan Umum dan Penataan

Huang scmula sebesar Rp7.42947794000 bertambah sebesar

Rp4.253.890.083,00 menjadi sebesar Rp11.683.368.023,00 atau 57,26%

dari total Urusan Pemerintahan Bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi

seheser RpY7.458.671.154 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut
diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

1] Khegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum sehar hari (SPAM) Lintas Kabupaten Lampung Tengah semula
sebesar Rp3.747.061.840.00 bertambah sehesar
Rp4.253.890.083,00,00 menjadi sebesar Rp8.000.951.923,00;

2! Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
Regional sebesar Rp3.682.416.100 00,
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Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelavanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2021 tentang FPenerapan 3Standar Pelayanan Minimal dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelavanan Minimal
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat sebesar
Ep3d.041.900,00 atau 0,07% dan total Urusan Pemerintahan Bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta karva
sebesar Rp42.090.858.287,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM
tersebut diuraikan dalam Kegiatan Peningkatan Fasilitasi Penyediaan
Rumah Layak Huni bagi masyvarakat yang terkena Relokasi sebesar
Rp33.041.900,00;

sesual ketentuan Persturan Pemerintah Nomor 2 Tahunm 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 59
Tehun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan
Peraturan Menteri Pekegaan Umum dan Perumahan Rakvat Nomor 29
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Mimmal

Pekerjaan Umum dan Perumahan RakKvat.

. SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum
semula sebesar Rp993.746.366,00 bertambah sebesar Rp97.725.298,00
menjadi sebesar Rpl.091.471.664,00 atau 9,83% dan total Belanja
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta
Perlindungan Masyarakat sebesar Rp19.500.279.147,00 Alokasi anggaran
untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten semula sebesar Rp320.421 . 400,00
bertarnbah sebesar Rp33.640.100.00 menjadi sebesar
Rp554.061.500,00

2) Kegiatan Pelavanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
semula sebesar Rp56.409,500,00 berkurang sebesar Rp25.200.000,00
menjadi sebesar Rp31.209.000,00;

3) Kegiatan Pelayanan Penyvelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
semula sebesar Rp59.722 800,00 berkurang sebesar Rp28.072.800,00
menjadi sebesar Rpd 1.650.000,00;

4] Kegmatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp354.034 500,00,

2] Kegatan Pelayanan Penvelamatan dan Evakuasi korban kebakaran
Daerah Kabupaten Lampung Tengah semula sebesar
Ep357.192.666,00 bertambah sebesar Rpl17.357 998,00 menjadi
sebesar Kpd474,550.664 00,
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sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayvanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum di Provins: dan Kabupaten,/Kota.

SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja S5PM Sosial semula sebesar
Rp758.135.300,00 bertambah sebesar Rp619.505.700,00 menjadi
sebesar Rnl.377.641.000,00 atau 81,7 % dar total Urusan Pemenntahan
Bidang Sosial sebesar Rp7.036.122.636,00 Alokasi anggaran untuk
belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut.

1} Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta gelandangan Pengemis di
Luar Panti semula sebesar Rp460.550.100,00 bertambah sebesar
Rp371.516.000,00 menjadi sebesar Rp832.066.100,00;

2} Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten semula sebesar Rp297.585.200,00 bertambah sebesar

Rp247.989.700,00 menjadi sebesar Rp545.574.900.00

sesual ketentuan Peraturan Pemerntah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan
Peraturan Menterni Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Tekms
Pelavanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di
Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupat=n.

Dukungan Alokasi Anggaran terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2023 vang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor
108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023, Prioritas Nasional Tahun 2023 meliputi:

a, Memperkuat Ketahanan Ekononu untuk Pertumbuhan vang
Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan semula sebesar
Rp32.881.236.841,00 bertambah sebesar Rp77.716.120,00 menjadi
scbesar Hp862.096.100,00 atau 8,27% dan total belanja daerah
achesar Rp2.759.154.996 418 00, digunakan dalam  rangka
memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan vang
berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan
aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas
dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder,
dan tersier. Pelaksanaannyva difokuskan pada sektor pertanian,
industri pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMEKM), serta didukung penguatan reformasi fiskal, penguatan sistem
keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan
partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik,
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percepatan transisi menuju Energt Baru dan Terbarukan [(EBT)],
pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Pada Tahun 2023, sasaran vang akan diwujudkan dalam rangka

memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan vang
berkualitas dan berkeadilan adalah sebagal berikut:

1} Meningkatnya dava dukung dan kualitas sumber dava ekonomi
sebagai modalitas bagl pembangunan ekonomi vang berkelanjutan;

2} Meningkatnyva nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan
daya saing perekonomian,

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian

sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Priorizas (FF)

vaitu sebagai benkut:

1] Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan
Energi Baru Terbarukan [EBT] (PP1) tidak dianggurkan;

2| Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi (PP2) semula sebesar Rp12.518.753.661,00
bertambah sebesar Epus4.461.711,00 menjadi sebesar
Rpl13.503.215.372,00,

3] Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan
(PP3) dianggarkan semula sebesar Rpl4.223.960.470,00 berkurang
sebesar Rp2. 187.891.970,00 menjadi sebesar
Rp12.036.068.500,00;

4| Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan
(PP4), dianggarkan semula sebesar Rpl1.023.092.050,00 bertambah
sebesar Rpl.307.480.750,00 menjadi sebesar Rp2.330.572.800,00;

5] Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMEKM)
dan Koperasi (PP5), dianggarkan semula sebesar Epb97.782.500,00
berkurang  sebesar Rpl1B5.078.500,00 menjadi sebesar

Rp512.704.000,00;

6] Peningkatan Nilai Tambgh, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor
Riil, dan Industrialisasi (PP6) dianggarkan semula sebesar
Rp4.035.276.100,00 bertambah sebesar Rp435.087,800,00 menjadi
sebesar Rp4.470.363 900,00,

7] Penmingkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat
Kandungan Dalam Negeri (TKDN| (PP7), dianggarkan semula
sebesar Rp722.471.800,00 berkurang sebesar Rp416.522.500,00

menjadi sebesar Rp305.949.300,00;

8] Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8),
dianggarkan semula sebesar Rp2.965.312.100,00 berkurang
sebesar Rp343.690.400,00 menjadi sebesar Rp2.621.621.700,00.

. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan (PN2|, tidak dianggarkan, vyang diarahkan
untuk mempercepat pemulihan dampak pamdemi COVID-19 dengan
mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan
baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gava hidup sehat
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dan berkelanjutan, mempercepat transformas sosial ekonomi untuk
meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat

optimalisasi keunggulan kompetit.f wilayah, dan mempercepat
pemerataan kualitas hidup antar wilayvah.

. Meningkatkan Sumber Dava Manusia yang Berkualitas dan Berdava
Saing (PN3), dianggarkan semula sebesar Rp433.239.046.545.00,00

bertambah  sebesar Rpl37.853.593.503,00 menjadi sebesar
Rp571.092.640.048.00 atau 31,82% dari total belanja darrah sebesar

Hpl.759.154.996.418,00 vang diarahkan pada keberlanjutan
reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian
ibu dan stunting, serta reformasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada
Tahun 2023, vaitu :

1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;
2) Reformasi sistem perlindungan sosial;

3) Meningkatkan pelayvanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
semesta,

4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5] Meningketkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda:
6) Mengentaskan lkemiskinan;

7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Selain ilu, sebagai strategi penvelesaian isu strategis dan pencapaian
sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, vaitu:

1} Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
(PP1) dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data
kependudukan dianggarkan semula sebesar REp2.580.108.700,00
bertambah  sebesar  RpOG87.677 500,00 menjadi sebesar
Rp3.567.786.200,00;

2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka
menguatlan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau
penduduk miskin dan kelompok rentan dianggarkan semula
sebesar Rp2.182.018.900,00 bertambah sebesar Rp466.113.400,00
menjadi sebesar Rp2 648.132.300,00;

3] Penmingkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3] dalam
rangka meningkatkan pelavanan Kkesehatan menuju cakupan
kesehatan semesta melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan
di seluruh wilavah dianggarkan semula sebesar
Epl120.237.001.465,00 bertambah sebesar Rpd49.075.636.203,00
menjadi sebesar Rp169.312.637 6638, 00,

4| Peningkatan Pemerataan Lavanan Pendidiltan Berkualitas (PP4)

dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan
berkuahtas dianggarkan semula sebesar Rp293.865.939.550,00
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bertambah sebesar Rp95.468.249.400,00 menjadi sebesar
Rp389.334.188.950,00;

3) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (FP5) dalam
rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari
berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan diekonom,
politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam
kegiatan sosial kemasvarakatan, organisasi, dan berwirausaha
dianggarkan semula sebesar Rpl.264.277.130,00 bertambah
sebesar Rp494.095.000,00 menjadi sebesar Rpl1.758.372.130,00;

6} Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperiluas akses
aset produktif bag rumah tanggs miskin dan rentan tdak
dianggarkan;

7} Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka
meningkatkan produktivitas dan dava saing dianggarkan semula
sebesar Rp13.109.700.800,00 berkurang sebesar
Rp8.638.178.000,00 menjadi sebesar Rpd.471.522.800,00.

. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan
semula sebesar Rpl.663.050.150,00 bertambah sebesar
Rpl1.944.319.100,00 menjadi sebesar Rp3.607.369.250,00 atau
116,91% dari total belanja daerah sebesar Rp2.7359.154.996.418,00
vang diarahkan untuk penguatan modal sosial dan budava dalam
rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi
ekonomi vang inklusif dan berkelanjutan.

Pada Tahun 2023, sasaran vang akan diwujudkan dalam rangka
memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayvaan wvaitu
sebagal berikut:

1} Menguetnye revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
untuk memantapkan ketahanan budaya;

2} Meningkatnva pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran
kebudayaan dalam pembangunan;

3] Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat

sogial:

4} Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan
umat dan membangun harmom sosial dalam kehidupan
masvarakat;

5/ Meningkatnva ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter
bangsa;

6] Meningkatnva budaya literasi untuk mewujudkan masvarakat
berpengetahuan, inovatif, dan kreatif,

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian
sasaran PN4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, vaitu:

1] Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk
Memperkukuh Ketahanan Budava Bangsa dan Membentuk
Mentalitas Bangsa vang Maju, Modemn, dan Berkarakter (PP1)
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dianggarkan semula sebesar Rpl10.939 300,00 berkurang sebesar
Rp83.567.900,00 menjadi sebesar Rp27.371.400,00,

2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk
Memperkuat Karakter dan Mempertegubh Jati Diri Bangsa,
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah
Perkembangan Peradaban Dunia (PP2) dianggarkan semula sebesar
Rpl.308.602.000,00 bertambah sebesar Rpl.656.250.000,00
menjadi sebesar Rp2 964 942 000,00,

3} Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi,
Kerukunan dan Harmom Sosial (PP3) dianggarkan semula sebesar
Rp243.418.850,00 bertambah sebesar Rp371.637.000,00 menjad
sebesar Rpb15.055.850,00; dan

4} Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreatvitas Bag
Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (FP4)
dianggarkan semula sebesar Rp243.418.850,00 bertambah sebesar
Rpd71.637.000,00 menjadi sebesar Rp615.055.850,00.

. Memaperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomu
dan Pelayanan Dasar ([(PN3), danggarkan semula sebesar
Rp337.809.771.425,00 berkurang sebesar Rp228.254.379.692,00
menjadi sebesar Rp109.555.391.733,00 atau 67 ,57% danr total belanja
daerah sebesar Rp2.759.154.996 418,00 vyang difokuskan pada
peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi vang inklusif
dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastrukrur
pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-s=ktor
vang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi,
serta pembangunan lbu Kota Nusantara.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai benkut:

1] Meningkatnva penvediaan infrastruktur layanan dasar;

2] Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan eckonomi
dan akses menuju pelayanan dasar;

31 Meningkatnya layvanan infrastruktur perkotaan;
4] Menimngkatnya layanan energl dan ketenagalistrikan;
2] Meningkatnyva layvanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PNS
dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

1} Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1) sebesar Rpl16.606.215.223.00
2} Infrastruktur Ekonomi (PP2) sebesar Rp85.653.990.563,00

3) Infrastruktur Perkotaan (PP3) sebesar Rp3.973.401.900,00
4} Energi dan Ketenagalistrikan (PF4) tidak dianggarkan
5] Transformasi Digital (PP5) sebesar Rp3.321.784 047,00

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim [PN6), dianggarkan semula sebesar
Rp973.592.500,00 berkurang sebesar Rpb7.500.000,00 memnjad:
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sebesar Ep906.092.500,00 atau 6.93% dan total belanmja daerah
asebesar Rp2.759.154.996.418,00 vang difokuskan pada upava
menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk
menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masvarakat dalam
rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan
berkelanjutan serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan,
pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan
hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada
kebyakan peningkatan kuahtas lingkungan hidup, pengelolaan
keanekaragaman hayati yvang berkelanjutan, peningkatan ketahanan
terhadap bencana dan dampak ikhim, serta pembangunan rendah
karben,

Pada Tahun 2023, sasaran vang akan diwujudkan dalam rangka
membangun lingkungan hidup, merningkatkan ketahanan bencana,
dan perubahan iklim vaitu sebagai berikut:

1} Meningkatnva Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
2} Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim,;

3} Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK
terhadap baseline,

Selain itu, sebagai strategi penyvelesaian isu strategis dan pencapaian

sasararn (PNG6) terdiri dari 3 {tiga) PP, yaitu.

1] Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1) dalam rangka
meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan
kualitas tutupan lahan serta ekosistern gambut dianggarkan
semula sebesar RpY73.592.500,00 berkurang sebesar
Rp67.500,000,00 menjadi sebesar Rp906.092,500,00;

2] Peningkatan Ketahanan Bencana dan lkhm (PP2) dalam rangka
herkuranznva potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan
bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penvampaian
informast peringatan dini bencana kepada masvarakat tidak
dianggarkan;

3] Pembangunan Rendah Karbon [PP3) dalam rangka meningkatkan
capaian penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor
energi, lahan, limbah, [PPU, serta pesisir dan kelautan tidak
dianggarkan,

. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan
Transformasi Pelavanan Publik [PN7), tidak dianggarkan yang
diarahkan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi
ekonomi vang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas
didorong melalui perbaikan pada sistern hukum ekonomi, pencegahan
dan pemberantasan korupsi, peningkatan Kerja sama pembangunan
internasional  yang menyertakan aktor nonperintah, serta
pengelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan
respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan
teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses
tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan lerkait pemilu dan peningkatan
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kualitas demokrasi diberikan perhatian lebih besar dibandingkan
tahun-tahun sebelumnya. Bicang pelavanan publik difokuskan pada
pelayanan publik berbasis elektronik vang terintegrasi. penguatan
kelembagaan, dan proses bisnis vang efektif didukung oleh ASN
profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani
dan responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraannya.
Pada Tahun 2023, sasaran vang akan diwujudkan dalam rangka
memperkuat stabilitas pohitik, hukum, pertahanan, keamanan dan
transformasi pelayanan publik (PN7] vaitu sebagai berikut:

1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya
Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokras:
dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;

2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri,

3] Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional vang Mantap,

4) Menimngkatnva Kualitas Pelayanan Pubhik;

5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penvelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7
akan dilakukan mefalm 5 (ima) PP, vaitu:

1) Konsolidasi Demokrasi (PP1) dalam rangka mewujudkan stabilitas
politik vang kondusif serta komunikasi publik vang efektil,
integratif, dan partsipatif tidak dianggarkan;

2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PPZ2] dalam rangka
meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama
pembangunan internasional tidak dianggarkan,

3) Penagakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan
penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan
tidak dianggarkan;

4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ([PP4) dalam rangka
meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi
pemerintah tidak dianggarkan:

5] Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5) dalam rangka menjaga
stabilitas pertahanan dan keamanan tidak dianggarkan.

Dalam dokumen pendukung Pemerintih Kabupaten Lampung Tengah
telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Proritas
Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum
dalam Tabel. 5 sebagai berikut;
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Tabel. 5

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten
Lampung Tengah dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

| Fasio
L Ternadsp
AP 22D
Mo Frioritas Mesionm P-AFBD 2023 Helamju
| Dlge=raly
] [Fpd {Fpd 'l
Memperkaat Ketahanan Elonom |
L untuk Pertumbuhan vang Berlkuslstas a6 1ES FaR 6R] 00 | 35 TRG 405 5T 00 [ s LS
dan Berkescilmn (PHE)
Mengembangkan Wilayah untuk —- EREALES =
2 Mengurangi Kesenmngan dan o, 00 ¥
Menjamsn Primeratwan [PFNZ)
chi:l.gitﬂﬂhln Saurmber Eu!l Manusa -
= i ’ 433 250 036,545 00 5T 1002 640.048,00 20, 7T0%%
Herhualitas dan Berdeym Seing [FR3) '
1| % |
Ervobusi Mental dan Pembangun=n - .
2.5 i T 250, 0,132
a4, Kebaday an (PR 1563 S0 LS, 00 3607 365 250 00 1,.13%
Mempeskuat |I'IJ:!TB..I-H"U]'|.:|“F IJHI-'I.Ih I - a
B Mendubkurg Pergembangan Ekonom ATT ROG.TT1.425,00 | 0. 558 0R 1. 733,00 3,0T%
dan Polaywrsn Dasar (PRE] N _ S
Membangun Lingkungan Hidup,
121 Heﬂlﬂg}tﬁﬂ'ﬂ.ﬂ i taltafnian Bemcaiis, Ei"l'?l-..‘?"-l'-l..":l'.l'.l,l]'l S R S00, 00 LR s LT
dan Perulmhan Ddimn (PRE] |
—-— - t Ek
Momperkuat Stabslitas Folink, Huloam |
T Fertahanan dan Keamanan dar 0,0, 00 | o0 -y
Transformas; Pelavanan Pubhk [FHT)
Jiumbah Alokiani Anggaran dalam APBI A4O AT, 108 201,00 | TI0US4 ] 9RE, 103,00 .
R — ._—!—.-_-_ — e ——————————
Tetal Belerys Desrah FE90. 030 377 _THS K] | 2, THE, 154 506 4 18,00

Alokas: anggaran berdasarkan tabel sebagaimana di atas, harus
diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama
pengembangan wilayah Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2023
sesual ketentuan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 rentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 meliputi:

a Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera sebesar 4,7%
sampail dengan 5,2%;

b, Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan
wilavah Sumatera sebesar 8,2% sampa dengan 8 6%; serta

c. Meningkatnyva kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat
pengangguran terbuka wilayah Sumatera sebesar 5,3% sampai dengan
4,6%,

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan
kembali {rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak
pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama
pemerintah daerah harus mendukung tercapainva [PM Kabupaten
Lampung Tengah sebesar 70,48% sampai dengan 77,01%.

Selanjumva, Pemerintah Kabupater Lampung Tengah  harus
mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan REKF Tahun 2023
tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, vaitu:
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Pembangunan Sumber Dava Manusia (SDM), membangun SDM
pekerja keras vang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologl didukung dengan kerja sama industrn dan
talenta global;

Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur
untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi,
mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja
baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian
rakvat;

Penyvederhanaan Regulasi, menyvederbanakan segala bentuk regulasi
dengan pendekatan Omnibus Law;

Birokrasi, mempnoritaskan investasi untuk
penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan irokrasi vang
panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari
ketergantungan SDA menjadi dava saing m;anufaktur dan jasa modern
vang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Alokasi Anggaran Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2023,
Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah mengalokasikan anggaran

belanja daerah berdasarkan prioritas daerah Tahun 2023 sebagaimana
tercantum Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. &

Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
berdasarkan Priontas Daerah Tahun 2023

daeradh yang inakiusdf

Raas
Total Anggaman dakam tnrhacdap
M Prearitms Da=rak APRD 2003 Totnl Anggmran dedads Beelriipa
J_HFII P& PRED 2023 haerahy
. (R i
[, [T oalinn. A da . dking 425.495.677.298.00 | ST4.588.338 548,00 a8,
aumiber daga mARUAA
Pemeraraan kualitap =aramna  dan
d. pranarans dan taia Eelola hogkungan 22197 0.036,176,00 1:38.012.697.853, 00 3,589
Frielusp
g [ TARpERE  pbsDremaliein | W 2 04 S5, (20, D0 21 465.190.200,00 0. 93%

Pepingknian Kualitas peliyanen pabilo
viung prima | Profesional, progrosd,
ter=ih dan akuntabed

Gl LET. D5, 076,00

6 19583490, 704, 00

=

Peningkatan kKondusifices wilayah dan

harmoni aosial masyaradas

A0LGT LT73.332,00

S TOT. T, O

1, OB

iimiah Adokag: Anggaran dalam APHD

1 333, 1 30 5. 099, 00

1387 41 ). 500 %6 00

| LI,

Total Helanja Dasrah

2 ARG, AL FT.TEY, 0D

07801 54,906 418,00
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COVID-19 dan menghadapi
membahayakan perekonomian daerah.

ancaman yang

Implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan
pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman vang membahavakan
perekonomian daerah tersebut, agar Pemerintah Kabupaten Lampung
Tengah melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah,
belanja daerah dan pembiavaan daerah vang diprioritaskan untuk:

a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;

b, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha
daerah masing-masing tetap hidup: dan

¢. penyvediaan jaring pengaman sosial/ soctal safety net;

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020

tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan

Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana telah divhah dengan Peraturan Menter

Dalam Negern Nomor 26 Tahun 2021,

Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yvang ditetapkan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 30
avat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

Penyediaan anggaran vang besarannya telah ditetapkan sesual dengan
ketentuan peraturan perundane-undangan, sebagai benkut:

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar
Rp962.982.130.549,00 bertambah sebesar Rpl08.111.774.524,00
menjadi sebesar Rp871.093 905.073,00 atau 35,17% dari total belanja
daerah sebesar Kp2.759.154.996.418,00 sebagaimana tercantum
dalam Tabel. 7 sebagai berikut:

Tahel, 7
Alokasi Fungsi Pendidikan

KOMPONEN PERHITUNDGAN APED 2023 P-APED 2003

. Unisan Bidang Pendidikan
[} Belanjn Operas:
6. belenjs pegaws

] 090,807 . H4n 00 8171835091 08,00 |

TA4, T, 530, 259 (0 Tad T 200 15 10 |
A3EFD L6115

250, 126 100 00

i, belanm barang dan pass; 0. 543 THR.550,00 |

belarijpa hibakh, 250 D6, 100,00

Pr

0,08 Ll.x
d.  helans antean soasal. ! i

‘ il
| b.

I
|
I
‘ 2

Befanin Modal;

Urusan Bideng KEebudayann:

Belama Croranc
an. belonja pegowas;

b belange barang dan jass;

. belanga hibah;
d. belangs bantuan sosial
Halmnja Moclal:

Gk Tl 03 1 O DN

1. 342H &0 000 (K]
0,00

1. 144, 560, |00, [N
1853, 13 1 5000, N0
o, 00

(L]

T2 O | TN, 0

25 R LU |
I,0E
2 B0 B 10, 1000
f T e e W
0,

LR 8]
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KOMPOMEN PERHITUNGAN

APBD k)

- APBD 2003

Uruaan Bidang PeRpustakaan:

Il Helanjs Operns:

e onlAngs peEsawal

b: belanja borang den fmas’

I belangn hivbah:

d, belanja banhian sominl.
2] Helonja Modal;

Urusan Hulang Kepemudasan dan Olaheagn:

Il  Belnmjin Operas:
iL. belanm pegawmi;

b. belanga bareng den jasa;
B belnmpn litah;

il el 51 M 00

3.7 50418100 |

956 B5T. 700,00
0,00

(0

62,595, 000,04

I T80, 99 TH T

4 447007 851,00
4 R O GO, T
o D R, NN e

i 65063500

TALOBG.038, 085,00 |
1.302 65165000 |
QTH I

[FERIE] I
BA.435.000,00

1 1.56] 93591 1,00

A T1001 Lol 100
RO H G D00, 00

2 FTEOO0, 000,00 |

d |t|-t.!.!1:l”|-'|ﬂl'lrl-iﬂl'l soainl.
2l Belanjn Modal;

Belatyn o lusr Uruissn Peadsdiken, Ueusse
Kebudnynan, Ursiesn PeRpoasiakann dan
Ursizun Kepemudasn dan (Hahrogn yang
mrnunjang kebuiuhan masyamkae dibedang
Perscdidlikan, antars lain;
11 Helnma Transfers
Bialangs badiliamn Keiamiggar

Il Hub Kegiatan pada OFD
diak

0,4
0,0

0,0

1
oo |

4. 500, a0

D)

Angmaran Fungs Pendidiioan s+ b

Y e

Razio anggarnn pendidikan {2:3) x [0

3632 9E3, | 30 540, 00

2.690.030.377.799,00 |

WA 100 300, O

T 2.75%.154.996.418,00

22,08 %,

335, 17%

telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20%
[dua puluh persen| dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 49
avat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional sebagaimana teleh diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 81 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2022 dan ketentuan butir G.1 Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Untuk itu, Pemenntah Kabupaten Lampung Tengan harus
mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam
mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnva
20% ydua puluh persen) dan total belanja daerah vang dipnoritaskan
penggunaannya untuk pencapaian indikator 5PM Pendidikan di
Kabupaten Lampung Tengah.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut di atas, antara lain
dialokasikan untuk program pada urusan hidang pendidikan semula

sebesar Rp862,982.130.549,00 bertambah sebesar
Epl07.389.499.720,00 menjadi sebesar Rp970.371.630.269,00 atau
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12,44% dan total angegaran untuk fungsi pendidikan, vang antara lain
diuraikan dalam:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
semula sebesar Rp747.733.938.999.00 bertambah schesar
Rp10.265.000.320,00 menjad: sebhesar Rp757.998.93%9.319,00 atau
1.37 % dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar
Rp970.371.630.269,00

2} Program Pengelolaan Pendidikan semula schesar
Rp103.327.517.550,00 bertambah sebesar Rp95.028.249.400,00
menjadi sebesar Rpl198.355.766.950,00 atau 91,97 % dari total
anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp970.371.630.269,00

3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan semula sebesar
Rpl0.611.9582.000,00 bertambah sebesar Rp<440.000.000.00
menjadi sebesar Rpl1.051.982.000,00 atau 4,15 % dan total

anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp970.371.630.269,00

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga
pendidik berpedoman pada upah mirimum yvang ditetapkan oleh
Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan,

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi  anggaran kesehatan  semula  sebesar
Rp215.975.562.959,00 bhertambah sebesar RpS50.237.191.544,00
menjadi sebesar Rp266.212.754.503,00 atau 13,88% dari total belanja

1} Belanja Operan:
. bzl pogawa;
b Lelapps barong dan jasm;
e belanja hibali;
i belenE hanteen sesaal |

4 Belanjn Modal
b Belang peda sub keglatan O hea Urdean iddang
Kesehatnn yang menunjang Kesehatan, antarn b
1l Belanjn Tranafer: |
Ao Belanjs banteon Eeuangmn |
b,  Alokasi Fungai Heschaten dap Belanjs
Bagl Hasil Pagk Roliok Provines kepada
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2 furan Jemiman Kesshrtan 82N
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6]  Medical Check Up bagi KDH /WEDH '
7| Pedpksanann Medical Check Up DFRED
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aE AL sy

Pengawrsan  den  Pemanfastan  Hongunoan |

145,659 813 465 (0

112.34%.904 300,00 |

A, O BTG O, 000
e R R
0K

13, TE B0 085, 00

0

20,999 31 T.600,00

M3, 33400, 96 1,00
333, 1409.000,00
(1.0

(FRLE

1 e CHCHC e
Lo 40U 00, 00

LR

daerah di luar gaji ASN sebesar Rpl.918.316.800.959,00,
sebagaimana tercantum dalam Tabel 8 sebagai berikut:
Tabel. 8
Alokasi Anggaran Kesehatan
” kompenen Porhitungan AR 2033 P-APED 2023
(1, | & Urusan bdang Beschatan: — 160,429,640 SER.00 | 205 565 3R2,219,00 |

162350 380,.4 1 0.00
L 1R 4 56 Q8 00
42 0T70.C483 424,00
1500000, DR O
00

8319520 O, 00

(r0H

232561 TE 200,00

A3 O 96 1,00
J33. 77 000, 00
00

00
10000 KER 00
1084000, (R 00
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Komponen Perhitungan

Oecung unlak Kepentingsn Strategis Dmersh
Provins - Pembangunan Ooedung Buang Rawal
Inap Tower | RE Ha)i pade Dinas Sumb=r Dayn
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[BZEA) pada Danas Ketnbanan Pangan den |
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4 | Anggnran Kesehatan favh| :; 215.275.562.959,00 355.21'1'?'_:-}._536?56":
Tatal ritlnn:- Dasrakh 2.690.030,377.789,00 | 2,759 154,996 818,00 | [
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Herdasarkan Tabel tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Lampung
Tengah harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten
mengalokasikan  anggaran  untuk kesehatan, vang diarahkan
penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan i
Kabupaten Lampung Tengah.

Alokasi anggaran kesehatan pada Dinas Kesehatan diuraikan sebagai
berikut:

1) Program pada urusan bidang kesehatan semula sebesar
Epl163.429.645.558,00 bertambah sebesar Rp45.115.932.661,00
menjadi sebesar Rp205.545.582.219.00 atau 28,12% darn total
belanja sebesar Rp2.759.154.996 418,00, antara lain diuraikan
dalam:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
semula sebesar Rpll13.861.385.199.00 bertambah sebesar
RpS881.425.589,00 inenjadi sebesar Rpl 14.742.810.788,00 atau
0.77 % dari total anggaran kesehatan,

b] Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upayva
Kesehatan Masyarakat semula sebesar Rpd42.614.965 309 00
bertambah sebesar Rpd44 28525657200 menjadi sehesar
Ep86.900.221 881,00 atau 103,92 % dari total anggaran
kesehatan;

c¢] Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan
minuman semula sebesar Rp424 142 000,00 berkurang sebesar
Rp342.842.000,00 menjadi sebesar Rp81.300.000,00;

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kesehatan semula sebesar Rp3.289.152.050,00 bertambah
sebesar Rp21.220.500,00 menjadi sebesar Rp3.310.372.550,00
etau 0.65% dan total anggaran kesehatan;

¢| Program Pemberdavaan masvarakat bidang Kesehatan semula
sebesar Rp240.005.000,00 berkurang sebesar Rp670.000,00
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menjadi sebesar Rp239.335.000,00 atau (0,28)% dar total
anggaran kesehatan.

Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian objek
belanja modal pembangunan sarana kesehatan semula sebesar
Rpl13.749.836.089 00 bertambah sebesar Rp20.445.365.720,00
menjadi sebesar Rp43.195.201.809,00 atau 214,15 % dan total
anggaran kesehatan.

2 Belanja di luar Dinas Kesehatan yvang menunjang Kesehatan semula
sebesar Rp34.081.064 801,00 bertambah schesar Rp2. 753 . 890.083
menjadi sebesar Rpdo.834.954.884,00 atau 8,08% dan rtotal
anggaran kesehatan sebesar Rp266.212.754.503,00, vyang

diuratkan dalam:

a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata
Fuang semula sebesar Hp3.747.061.840,00 bertambah sebesar
Rp4.253.890.083,00 menjadi sebesar Rp8.000.951.923,00 atau
113,53 % dari total anggaran kesehatan;

b} luran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar
Rp30.334.002.961,00 berkurang sebesar Epl.500.000.000,00
menjadi sebesar Rp28.834.002.961,00 atau 4,94% dari total
anggaran kesehatan.

Penvediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting
(pendek dan sangat pendck} pada anak baduta, penurunan prevalensi
kekurangan (under weigh!] pada anak balita dan menurunnya
prevalenst wasting (kurus) pada anak balita antara lain pada Sub
Kegiatan Pengelolaan Pelayvanan Kesehatan Gizm Masvarakat semula
sebesar Rp528.890.000,00 bertambah sebesar Rp200.000.000,00
menjadi sebesar Rp728.890.000,00 atau 37 ,82% danr total anggaran
keschatan sebesar Rp266.212.754.503,00, sesuai ketentuan butir
G.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/5.) tanggal 24
Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga
keasehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh
Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.

c. Alokasi Anggaran yang bersumber dari Dana Transfer Umum.

Alokasi ATIEEATAN dan Dana Transfer Umum sebesar
Rpl1.319.304 877.000,00 sebagaimana tercantum dalam Tabel. 9
sebagal berikut;
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Tabel. 9

Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

Juml:h dnil:m

Jumlah dalarm
HKamponen Perhitungan AFBID 2023 P- A4FBT 2021
{2541 Rl
Fenenmauin a
[Dhana Transfer Umum
al DAL 1219304877 000,00 1,319,304 877 000,00
by DEH 43,4 | A.B58,000,00 40.968.554.838,00
Jumlah Penerimaan 1.362.723.735.000,00 1,360.275.435.838,00
Pmsurlns__

wl DAY Tambahan

b DHH yang berabar
earmraried

ol ADD
Jumlah Pengurang

ORRLL

b, 016}

311066, 1 T9.000,00
3010660, 179 000,00

(TR
R

31106, 179 D0 O
H11 ks, 17500000, (30

Jumlah Uana Transfer Umum yang

1.051.657.556.000,00

1038 20T 256,838 00

diperhiungkan

a. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelavanan
publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD
diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau
desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
sebagaimana tercantum dalam Tabel. 10 sebagai berikut:

Tabel. 10
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

| Mo Kamponen Perhitungan APBD 2023 (Rp) P-APBD 2023 (RP)
| 1. | Total Belanja Daerah 2.690.030,377. 789,00 | 2.759,154.996.4 18,00 |
2. | Belanja bagi hasil dan/atau
transfer  kepada  daerah
dan /atau desa:
o, belanja bagi hasil LG4 2 460,720,040 Db 36,5 L0, T 20, O
. bantuan k:uang_,e_tn_ EH-.GET'_. 23,200,040 | 458,027 ._-‘_E@S.EDL'IJ_.!Z_I_
Jumilah {a+b) 47 1,665,883 920 00 o E.ﬂM-SJE-HEﬂ,U{}.g
3, | Selisih {1-2) T 2218.360.993 860,00 | 2.267 000 662 498,00
' Mirirmal Belanja
| 4. | Infrastruktur Pelayanan BE7.344, 197.547 .6 14,816, 204,000 3
| Publik {40% x Selisih)
Tabel 10.1
Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah
! . Jumilah Dakam Jumish Dalam |
| Ma | Kompomnen Perhitungan - P B AP 2023
1. | a) Helanja Modai 312.4R3.682 812,00 | 349.681,583.805,00
| I} Tanah 1.300.000,000,00 | 1.300.000.000,00
2] Peralstun dan Mesin AU ITH.480.463,00 | 76468.731.215,00
3 dedungdan Bangunan BO).343,2 1T 882,00 178,27 2,056,258 00
4] Jalan, jaringan dan irgas I6LI4T.TT4467.00 | 93.011.086.332,00




_q.ﬁ_

N | e ek Jumlsh Dalam | Jumlah Lalam
e N -~ APBD 2035 |  P-APBD 2023
5 Aset tetap lamnva 244,210.000,00 | 5297 20,000,060
&} Ascl lainnya [ 70.000.000,00 | LA 00, Dy D
bl Belanja peme!iharaan ! 3.074.982.29% 00 1353352 1.050,00 |
2. | & BelanjaHibah 97 117.263.010,00 | 104.989.853 180,00 |
bj Belanj Bantsan Somal [ 0, e ERATH
¢ Belanja Bantuan Keuangan | 458.027.423.200,00 | 458.027.423.200,00

e e ———— . .

3. | Jumlah Belanja Infrastruktur Dacrah | A72,703.351.321,00 | 926,232.392.005,00 |
(1+2]

P‘Er:l:nlnu. Eelnn_.ln in.-l'.r..:l.uu'ul-:_--_. L; !
terhadap Trensfer ke Diacrah yang B2 a8 % | 88 28 %,
Penpounasnmya Bersfat Umum | [

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengalokasikan belanja
infrastruktur pelavanan publik vaitu belanja infrastruktur daerah vang
langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau
pemeliharaan fasilitas pelayanan pubbhk wvang berorientasi pada
pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan
kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurang
kesenjangan penvediaan layanan publik antar daerah paling rendah
40% [empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi
hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa secbesar
Rp2.287.090.662.498,00 sesuai ketentuar; butir G.3.b. Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor B4 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penvusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Selanjutnya, dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan
publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah
menyesua’kan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah
secara bertahap dalam waktu 5 {lima] tahun sejak diterbitkannva
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga batas
akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur
sekurang- kuranenva 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027,

. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam ranghka penguatan Pembinaan dan
Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung
Tengah semula sebesar Rp20.022.078991,00 bertambah sebesar
Rp1.012.949.993.00 menjadi sebesar Rp21.035.028.984,00 atau
0,76% dar total belunja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418 00
antara lain tercantum pada:

1} Kegiatan Penvelenggaraan Penunjang urusan Pemerintah Daerah
semula sebesar REpl5600.160.191,00 bertambah  sebesar
Rp812.209.993,00 menjadi sebesar Rpl6.412.370.184,00;

2] Kegiatan  Penyelenggaraan  Pengawasan  semula  sebesar
Rp3.843.159.100,00 bertambah  sebesar  Rp200.740.000,00
menjadi sebesar Rp4.043.899. 100,00,

3] Kegiatan Perumusan kebijakan Pendampingan dan Asistensi
sebesar Rp578.759.700,00.
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3) sarana dan prasarana pengawasan sepertii laptop, alat pengukur
beton dan lain-lain.

Sesuni ketentuan butir G.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penvelenggara
Pemenntah Daerah

Penvediaan anggaran vang tercantum pada CFPD Badan Pengemmbangan
Sumber Daya Manusia Daerah semula sebesar Rpl10.643.842 288 00
berkurang sebesar Rpl.449.974.043,00 menjadi sebesar
Rp9.193.868.245,00 atau 13,62% dari total belanja daerah sebesar
Rpl.759.154.996.418,00, antara lain tercantum pada:

1] Kegiatan Penunjang Urvsan Pemenntah Daerah seinula sebesar
Rp7.923.069.788,00 berkurang sebesar Rp254.062.543,00 menjadi

sebesar Rp7.609.007.245,00,

2) Kematan Kepegawaian Daerah semula sebesar Kp2.115.353.400,00
berkurang sebesar RpSs0.200. 300,00 mernjadi sebesar

Rpl.135.144.100,00;

3) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia semula sebesar
Ep605.419.100,00 berkurang sebesar Rp215.702.200,00 menjadi
schesar Rp389.716.900,00

telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatithan
bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penvelenggara
Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% [nol koma enam helas
persenn] dari total belanja daerah sesual  ketentuan  butir
[D.16.a.2).c).(2).[i).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
B4 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyvusunan APBD Tahun Anggaran
2023,

Untule 1itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus
mempertahankan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan
bagt ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyvelenggara
Pemerintah Daerah.

f. Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa

Penyediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada
Pemerintah Desa dialokasikan semula sebesar Rpl12.551.063.220,00
bertambah sebesar Rp385.970.000,00 menjadi sebesar
Kpl12.937.033.220,00 atau 10,00% dari total Pendapatan Pajak
Daerah sebesar Rpl129.370.332.197,00 telah memenuhi alokasi
anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah
Desa sebagaimana diamanatken dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 dan huruf D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman

Penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023.
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Alokasi Belanja Bag Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Deaa

Penyediaan Anggaran Belanja Bag Hasil Retribusi Daerah kepada
Pemerintah Desa dialokasikan semula sebesar Rpl1.091.397 500,00
bertambah sebesar Ep8.480.000,00 menjadi sebesar
Rpl.099.877.500,00 atau 10,00% dari total Pendapatan Retribusi
Daerah sebesar Rpl0.998.775.000,00 telah memenuhi alokasi
angearan  untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada
Pemernntah Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan huruf D.16.d.2).a).(8)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023,

Belanja Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa

Penyediaan Anggaran Alokasi Dana Desa kepada Pemenintah Desa
vang dianggarkan dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintahan Desa dialokasikan sebesar Epd11.066.179.000,00.00
atau RKpl.049.207.256.838.00 sectelah dikurangi Dana Desa atau
55,05% dari total Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus (DAK) sebesar Rp545.509.084_429,00 telah memenuhi Alokasi
Dana Desa kepada Pemerintahan [D=sa sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telali diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan butir
[.16.d.2).a).18) Lampiran Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggararn
2023.

Penyvediaan anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan
Kesehatan  Nasional (JKN] dialokasikan semula  sebesar
Rp20.940 957 600,00 bertambah sebesar Rp2.336.857.600,00
menjadi sebesar Rp23.286.815.200,00 atau 39.32% dan total
pendapatan pajak rokok sebesar Rp59.100.000.000,00 vyang
tercantum di OPD Dinas Kesehatan pada kegiatan Pengelolaan
Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Penvediaan anggaran ini telah memenuhi ketentuan penyediaan
anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKNj sebesar 37.50% dan pendapatan pajak rokok
sebagaimana diamanatkan butir G.6. Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
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7) Penyediaar anggaran vang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Angparan untuk Tim Penggerak Pemberdavaan dan
kesejahteraan Keluarga (TP-PKK];

Penyvediaan Anggaran TP-PEK vang dianggarkan pada Sub Kegiatan
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyvelenggaraan Gerakan
Pemberdavaan Masyvarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada [nnas
Pemberdavaan Masyarakat dan [Desa semula sebesar
Rp253.310.000,00 bertambah sebesar Rp991.526.650,00 menjadi
sehesar Rpl.244.836 650,00 atau 391,43% dari total belanja daerah
sebesar Rpl.759.154.996.418,00 dianggarkan untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten melalui:

1} upava percepatar penurunan stunting melalui pendampingan
keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang
dianggarkan pada OPD vang secara fungsional terkait dengan
penanganan pelayanan sosial dasar,

2) dukungan terhadap upaya nembinaan karakter keluarga melalu
Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital vang meliputi

3] peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga
bersih narkoba, keluarga anti frafficking, dan keluarga vang
melindungi anak dan kekerasan seksual,

4] mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan
Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan
kualitas sumberdayva manusia, peningkatan perekonomian berhasis

keluarga, serta upava peningkatan  pendapatan keluarga,
kewirausahaan rumahtangga, dan perkoperasian,

5/ mendorong upava penguatan Ketahanan keluarga melalui Gerakan
Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asr, Teratur, Indah, dan
Nyaman dengan mendavagunakan lahan/pekarangan dengan
tanaman produktf dan bernilai ekonomi tngg, melakukan
kampanve program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan
lpkal sebagai upava mengurangl angka stunting, pencapaian pola
pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong
pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumahtangga;

6| dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan
Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos
Pelayanan TeRpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara
lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital
untuk ibu/anak, Antropemetri, Thermometer, insentif bagi Kader
PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain
vang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi
(AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas,
pembudayaan Norma Keluarga Keoil Bahaga Sejahtera (NKKBS),
peningkatan peran serta masvarakat dalam mewujudkan keluarga
vang tanggap dan tangguh bencana rumahtangga, peningkatan
peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan
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tdasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga vang tangguh
dalam perencanaan keuangan sehat;

7} pemberdayvaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan
L0 Program Pokok PKK, vang meliputi

a] penghavatan dan pengamalan pancasila:

b gotong rovong;

| pangan,

d] sandang;

#) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
| pendidikan dan keterampilan;

gl kesehatan;

h) pengembangan kehidupan berkoperasi;

i] kelestarian lingkungan hidup; dan

1] perencanaan sehat.

8) dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak
Pemberdayvaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten
Lampung Tengah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023
dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub
kegiatan pada OPD dengan memedomani Klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9) pemerintah daerah juga dapat menganggarkan dalam bentuk
Belanja Hibah vang dianggarkan pada OPD berkenaan dan dirino
menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program,
kematan dan sub kegiatan sesual dengan tugas dan fungs: Tim
Penggerak PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung
upava pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan
Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 Program Pokok
PHK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan
Kader Dasawisma, dukungan perckonomian berbasis keluarga,
peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang,
dukvngan pengembangan kewirausahaan di bidang wusaha
kerajinan rumahtangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional
Sekretariat Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Tengah serta
kegiatan lainnya.

0] penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas
SDM penerima hibah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-
PKK provinsi tersebut dipriontaskan untuk dianggarkan melalus
program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan berpedoman
pada tabel pemetaan sebagaimana dimaksud dalam amanat butir
(.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
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b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah

Penvediaan Anggeran pada Sub Kegatan Penyusunan Bahan
Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Polittk semula  sebesar
Ep390.965.000,00 berkurang sebesar Rp40.000.000,00 menjadi
sebesar Rp550.965.000,00 atau 6,77%% dan total belanja daerah
sebesar Rp2.759.154.996.418,00 dianggarkan guna mendukung
Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai
pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan
Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh
Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-
masing sesual ketentuan butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
AFPBD Tahun Anggaran 2023.

c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyvediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
semula  sebesar Rp35.084.149.000,00 bertambah  sebesar
Ep2.914.054.000,00 menjadi sebesar Rp37.998.203.000,00 atau
8,31% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 vang
dianggarkan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah,

telah memenuhi ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bupati/Wakil Bupati Dalam
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum
Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah |badah, namun
alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam
membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten
Lampung Tengah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus
menvediakan alokasi anggaran vang memadai guna mendukung
Pelaksanaan Tugas Bupati/Wakil Bupati Dalam Pemeliharaan
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat
Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada
perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang
kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/5J tanggal 25
November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan
Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah
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d. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Pengpunaan Froduk

Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan

Teknologl sebesar  Rp22.065.100,00 berkurang  sebesar
Rp22.065.100,00 atau 100% dari total belanja barang dan jasa dan
belanja modal di  luar belanja modal tanah sebesar

RpY25.373.871.023,00, dianggarkan sesuai ketentuan Instruksi
Presiden Nomor Z2 Tahun 2022 tentnng Percepatan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negen dan Produk Usaha Milkio, Usaha
Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional
Bangpga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadasan Barang/.Jasa
Pemerintah.

Pemerintan Kabupaten Lampung Tengah belum memenuln alokas
penggunaan produk dalam negent dan produk usaha mikro, usaha
kecil dan menengah sekurang-kurangnva 40% (empat puluh persen)
dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja
modal tanah sesual amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022
tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka
Menvukseskan OGerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Untuk itu agar Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus
mengalokasikan anggaran penggunaan produk dalam negeri dan
produk usaha mikro, usaha kecil dar: menengah sekurang-kurangnva
4% (empat puluh persen) can total belanja barang dan jasa dan
belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi
Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan
Penggunaan FProduk Dalam Negen Dan Produk Usaha Mikro, Usaha
Keeil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyvukseskan Gerakan Nasional
Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

e. Alokasi Anggaran untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

Penyediaan anggaran penanganan Penyvakit Mulut dan Kuku semula
sebesar Rp216.333.500,00 berkurang sebesar Rp216.333.500,00
menjadi sebesar Rp0,00 atau 100% dari total belanja daerah sebesar
Rp2.759.154 996 418,00 agar dianggarkan pada Sub Kegatan
Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penvakit Hewan dan
Zoonosis, agar dialokasikan sccara memadar dan  dalam
pelaksanaannya harus mendukung penanganan Penyakit Mulut dan
Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negen Nomor
44 Tahun 2022 tentang Penanganaa Penyakit Mulut dan Kuku d

Daerah.

i Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa Penyediaan anggaran vang antara lain tercantum pada:
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1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelengparaan Administrasi
Pemerintahan Desa semula sebesar Rpl59.400.800,00 berkurang
sebesar Rpi59.400.800,00 menjadi sebesar Rp0,00;

2] Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa semula
sebesar Rp38.274.900,00 berkurang sebesar Rp38.274.900,00

menjadi sebesar Rp0,00;

3] Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa semula sebesar
Rpl173.647.500,00 berkurang sebesar Epl73.647.500.00 menjadi
sebesar Rp0,00;

4} Sub Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga
kerja sama antar desa semula sebesar Rp75.000.000,00 berkurang
sebesar Rp75.000.000,00 menjadi sebesar Rp0,00;

5) Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan desa serta Lomba
Desa dan kelurahan semula sebesar Rp198.538. 700,00 berkurang
sebesar Rpl198.538.700,00 menjadi sebesar Rp0,00,

dianggarkan sesuai ketentuan butir (3.51 Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.

. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia

Penvediaan anggaran vang tercantum antara lain pada:
1) Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Lampung
Tengah sebesar Rp54.951.000,00;

2) Kegiatan Pengelolaan Cagar Budava Penngkat Kabupaten sebesar
Rp109,180.900,00,

Dhanggarkan sesuai ketentuan butir G.81.bh Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penvusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum

Penyvediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Fasilitasi
Bantuan Hukum semula sebesar Rp236.682.100,00 bertambah
sebesar  Rpl4.220.000,00 menjadi sebesar Rp250.902. 100,00
dianggarkan sesuai ketentuan butir G .45 Lampiran Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023, dalam pelaksanaanya agar didukung
deng regulasi vang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Alokasi Anggaran untuk Pembinaan ldeologi Pancasila pada Generasi
Muda

Alokasi anggaran dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada
generasi muda pada Badan Kesatvan Bangsa dianggarkan sebesar
Rp298.715.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar

Rp2.759.154.996.418,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah belum memenuhi alokasi
Alokasi anggaran dalam rangka pembinaan ideclogi Pancasila
sekurang-kurangnva 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen| dari
total belanja daerah sesuai ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan
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Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penvusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selamjumtnya, dalam rangka pembinaan ideologi Pancasile pada
eenerasi muda sesuail ketentuan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun
2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan

berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Reveolusi Mental dan

Pembangunan Kebudavaan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah

Kabupaten Lampung Tengah menganggarkan dukungan pendanaan

program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), meliput:

1} pembentukan Paskibraka;

21 pelaksanaan tugas Paskibraka;

4} pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila;

4] pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila;

5) pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan

6) pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Puma
paskibraka.

Sesuai ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APED

Tahun Anggaran 2023.

J. Penyvediaan anggaran vang bersumber darn BLUD, antara lain

tercantum pada:

1] Belanja Pegawai BLUD semula sebesar Rpb6.495.306.420.00
bertambah  sebesar REp5.000.000.000,00 menjadi sebesar
Rpll1.495 306.420,00;

Z2) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula sebesar
Rp32.476.532.099,00 bertambah sebesar Rpl15.013.120.079.00
menjadi sebesar Rpd47.489.652. 178,00;

dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali teraknir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

dan Peraturan Mentern Dalam Negenn Nomor 79 Tahun 2018 tentang

Badan Lavanan Umum Daerah serta butir G.30 Lampiran Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Belanja Operasi

Penvediaan anggaran Belania Operasi semula sebesar
Rpl.890.876.811.057,00 bertambah sebesar Rp40.032.257.636.00
menjadi sebesar Rpi.930.909.068.693,00 atau 69,98% dari total belanja
daerah sebesar Rp2.759.154.995418 00 merupakan pengeluaran
anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang member
manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2]
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Penvediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada
objek helanja:
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a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai semtila sebesar

Rpl.241.783.329.342,00 berkurang sebesar Rpl56.506.359.00

menjadi sebesar Rpl.241.626.822 983,00 atau 37,39% dari total

belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 belum memenuhi

ketentuan alokasi belanja pegawai diluar tunjangan guru vang

dialokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah maksimal 30% (tiga

puluh persen| dari total belanja Daerah.

Penyediaan anggaran belanja pegawal yang antara lain tercantum pada;

1} Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)
Penvedinan anggaran Gaji dan Tunmjangan ASN semula sebesar
Rpd39.229.381.773,00 bertambah sebesar Rpl.408.813.686,00
menjadi sebesar Rp840.638.195.459,00 atau 30,47% dan total
belanja daerah sebesar Rp2.759 154.996 418,00 dapat
dianggarkan dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji
pokok dan tunjangan ASN serta kebutuhan pengangkatan Calon
ASN sesuail formasi pegawail Tahun 2022, kebutuhan kenaikan gaji
berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi
pegawal dengan memperhitungkan acress yang besarnva
maksimum 2,5% (dua koma lima persen] dari jumlah belanja
pegawal untuk gajp pokok dan tunjangan sesuai ketentuan butir
D.16.a.1).5).(1). butir D.16.a.1).J).(2), dar butir D.16.a.1).j).{4]
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penvusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

2] Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan
kerja, dan jaminan kematian vang antara lain tercantum pada:

a) Belama [luran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH, Pimpinan dan
Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(1} Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN
semula sebesar Kp30.334.002.961,00 berkurang sebesar
Rp1.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp28.834.002.961,00
vang diperuntukan bagi ASN dianggarkan belum sesuai
ketentuan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor &
Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Badan Penvelenggara Jaminan Sosial sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran luran Jaminan
Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan
Pemerintah Daerah dan butir D.16.a.1).j).[3) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnyva, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan
Kesehatan ASN sebagaimana tercantum dalam Tabel 11
sebagai berikut:
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Tabel. 11

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

Penenmaan x 4%

1  APBD TA 2023 P-APBD TA 2023
N KOMPONEN PERHITUMGAN JUMLAH [Rp) JUMLAH (RP
|
| 1 | Penerimaan
"a. | Belanja Oaji Pokok ASN  644.920.732.219,00 | 634.806.714.150,00 |
b. | Belanja Tunjangan Keluargs ASN 6G0.252.895.9209.00 | 61.981.197.591,00 |
| €. | Belanja Tunjangan Jabatan ASN 9.643.474.400,00 9.593.124.528,00 |
g Belanja Tunjangan Fungsional J0611.338 863,00 | A7.737.075.117.00 |
T ASN
Belanja Tunjangan Fungsional 12, 163,000,003 1,00 14,228, 797,377 00
_ih Umum ASN i B i :
[ Belanja Tambahan Penghasilan 103.016.898.03 1,00 Out 663 T4 B6D .00
" | ASN
5 | Jumnlih Penerimann B6U 17 330 473,00 | 863.010.703.632,00
: 1_ luran yang harus dibayarkan (Jumlah 34.784.603.57T8,92 | 34.520.428, 145,28 |

L

Alokasi Belunja luran Jaminan
keschatan ASN pada APBD

30.334.00:2.96 1,00

Selisih lebih bayar [angka 4 - angka 3)

(2)

[4.450.690.617,9)

|5.686,425. 184,28)

28.834.002.961,00

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran
jaminan Kesehatan bagi ASN, belum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat
besaran alokasi luran Jaminan Keschatan ASN scharusnya
sebesar Rp34.520.428 145,28 atau terdapat selisih kurang
sebesar Rp5.686.425.184,28),00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus
menyesuaikan besaran alokasi anggaran [uran Jaminan
Keschatan ASN sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2023, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penvelenggara
Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kaii
terakhir dengan Undang-Undang Nomeor 6 Tahun 2023,
Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Pres:den Nomor
82 Tehun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden HRepublik Indonesia Nomor &4 Tahun 2020.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020
tentang Penvetoran luran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja
Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan
butir D.16.a.1}.j}.[5) Lampiran Peraturan Menterni Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penvusunan APBD Tzhun Anggaran 2023,

Belanja luran Jaminan Kesechatan bagi DPRD tidak
dienggarkan, tidak sesuai ketentuan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



- 58 -

dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara .Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyvetoran luran
Jaminan Kesehatan bagt Pekerja Penerima Upah di
Lingkungan Pemenntah Daerah dan butir D.16.a.1)}.05)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023,

Selanjuinya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan
Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana
tercantum dalam Tabel, 12 sebagai berikut:

Tabel 12
Belanja luran Jaminan Kesehatan DPRD

) APBD TA 2023 P-APHD TA 2023
| NO KOMPONEN PERHITUNGAN JUMLAH (Rpl JUMLAH [Rp|
|
|
0 [Penerimaan | | |
& Belanja Uang Representasi DPRD L1 14.260.000,00 | 1.114.260.000,00 |
b, _Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | 164.000.000,00 | 164.000.000,00 |
=, Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.300.471.500,00 | 1.500.271.500,00
d Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan 152,737,200, (K 152.737.200,00
[~ DPFED e r———————— .
Belanja Tunjengan Alat Kelengkapan 39.463.200,00 39.463.200,00 |

t' Lainnya DPFRD

2 | Jumlah Penerimaan 2.970.731.900,00 [ 2.970.731.900,00 i

4 | luran yang harus dibayarkan {Jumilah | 11B.829.276,00 118.829 276,00
Penerimaan x4%j) == = S ——

4 | Mokasi Belanfa luran Jaminan i, 00 0B,00
keschatan DPRD pada AFBD | ,
Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3) |  118.829.276,00 |  118.829.276,00 |

Berdasarkan tabel diatas, alokasi Iuran Jaminan
Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD seharusnva
sebesar Rpl 18.829.276,00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus
menganggarkan besaran alokasi anggaran iuran jaminan
Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai
ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang
Momor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang
Momeor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a
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Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 schagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor &4 Tahun 2020,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020
tentang Penyetoran luran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja
Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan
butir D.16.a.1).j].[5] Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Bupat/Wakil
Bupati tidak dianggarkan, tidak sesuai ketentuan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang badan
Penvelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah
Undang-undang Nomor & Tahun 2023, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional scbagaimana telah diubah Undang-undang Nomor
6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran luran
Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di
Lingkungan Pemerintah Daerah, dan D.16.a.1).).(5)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan
Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana tercantum
dalam Tabel 13 sebagai herikut:

Tabel 13
Belanja luran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokas) anggaran iuran

jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DFRED,
seharusnya sebesar Rp6.845.169,60.

| , :
: [ P-APBLD TA
MO KOMPONEN PERHITUNGAN f&ﬁﬁﬁ;ﬁf 2023

JUMLAH (Rp) |
1| [Penerimaan e
_ a. | Belanja Gaji Pokok hDH,n"WI-{.I]H = =il 5 59' 0 10, 000,00 55‘;_._]-1&..!:};”:!.,0-_[!'
b. | Belanja Tunjangan Keluarga H.DH,::W};JJH 5.0901.000,00 7.720.420,00 |
e. HcLEl.n_:nTunja.nga:- Jabatan KDH/WKDH 106, 218.000,00 | 99,262 800,00 |
2 | Jumiah Penerimaan 171.129.000,00 [ 162.129.240,00 |

i 3 [uran vang hams dibayarkan [Jumilah B.H45, 160,00 f.a835, 164,65
" | Penerimaan x 4% |

4 Alokasi Belanja [uran Jaminan Keschatan 0,00 0,00
KDH/WEDH pada APHD I |

Selisih lebih bayar fangha 4 - anglea 3) 6.845. 160,00 6.485.169,60
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Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus
mengganggarkan alokasi anggaran iuran anggaran iuran
jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD
sesual ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang badan Penvelengrara Jaminan Sosial sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomer 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Scsial Nasional
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor & Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33
dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun
2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2020 tentang Penyetoran luran Jaminan Keschatan bag
Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah,
dan D.16.a.1).j}.(5] Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor B4 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

bl Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
vang diperuntukan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota DPRD, serta ASN sebagai benkut:

(1]

Penvediaan alokasi anggaran Belanja luran Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian vang diperuntukan

bag ASN, diuraikan pada:

la] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula
sebesar  Rpl.143.255.096,00 bertambah  sebesar
Rp60.06G0.000,00 menjadi sebesar Rpl.203.255.096,00;

(b Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar
Rp3.42G 765.276,00;

Agar dianggarkan dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2017 dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan
Mente;i Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemernntah Kabupaten
Lampung Tengah harus mengalokasikan:

{a) Belanja Iluran Jaminan Kecelakaan kena ASN
seharusnya sebesar Rpl.547.536.113,96 atau 0,24%
dari gaji pokok sebesar RpH44.806.714.150,00 schingga
terdapat selisih kurang sebesar Rp344,281.017,96;



Berdasarkan tabel di atas, kebijakan pembiayaan daerah terdini dari:

l. Penerimaan daerah vang dianggarkan dalam Perubahan APBD harus
merupakan rencana penerimaan daerah vang terukur secara rasional
vang dapet dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APED
merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian
tersedianyva dana atas penerimaan daerah dalam jumlah vang cukup.

3. Penerimaan Pembiavaan
Penerimaan Pembiayvaan dianggarkan semula sebesar
EpS90.308 135.395,00 bertambah sebesar Rp45.652.602.693,00 menjadi
sebesar Rpl135.960.738.088,00. Penerimaan pembiavaan tersebut terdin
dari Sisa Lebik Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnva (SiLPA).

4. Pengeluaran Pembiavaan

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan semula sebesar
Rpd0.015.863.470,00 berkurang sebesar Rp5.756.948.358 00 menjadi
sehesar Rp33.258915.112,00 terdiri dari Pembayaran Cicilan Pokok
Utang Yang Jatuh Tempo.

Dapat dianggarkan sepanjang didasarkan pada jumlah vang harus
dibavarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannva
merupakan prioritas utama.

KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAFPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKF)
SERTA PERUBAKAN KEBLJAKAN UMUM ANGGARAN (P-KUA] DAN
FERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (P-PPAS)

1. Jumlah program dan kegiatan dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS, serta
Eancangan Peraturan Daerah diuraikan dalam Tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 19

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah
teritang Perubahan APBD den Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Penjabaran APBD dengan P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS

" 4 T ’
a" = s ¥ .I..I|_ 3 "-.:1_ 1 i . _. & i = r
Jumksh 132 L34 L34
Program program program | progoam |
Jumiah 254 ki 632
Registan w 3. T2 490 420 108,00 HoeoRatnn TR TG S, I I—uﬂt‘m LTI [ 000 418 X
Juwmlah T34 miily 775 Bulh TG
Bub l=gimtan kegintan Bub
hegntan bt gratan

2. Berdasarkan tabel di atas Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
pada P-KUA dan P-PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

lebih tinggi daripada P-RKPD.
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Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 belum berpedoman pada RKPD sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,

Untuk 1tu, Pemenntah Kabupaten Lampung Tengah harus mengupavakan
konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari
P-RXFD, P-KUA, P-PPAS dan Rancangan Peraturan Daemah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
sesuai amanat Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal
17 ayat (2] Urdang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Pasal 23 ayvat (4) Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penvusunan, Pengendalan dan Evaluas
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Pasal
23 ayat (2], Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemenntah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri
Dalam MNegen Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan.
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Pamjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Paniang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.

KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026

Kesesuaian program dengan Rencana Pembanguran Jangka Menengah Daerah
sesuai ketentuan Lampiran VIl Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut;

l. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, vang tercantum dalam Rencana
Pembangunan Daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 sedangkan vyang
tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah aebesar
Rp2.759.154.994. 418,00

2, Jumlah program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah

Tahun 2023-2026 sejumlah 230 program sedangkan vang tercantum dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sejumlah 134 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar
memperhatikan:
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1. Jumlah anggaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat
dianggarian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

terutama m=nyvangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan
terhadap prionitas nasional.

2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada
hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan I1, hasil fasilitasi
Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS
Tahun Anggaran 2023, Selanjutnya agar penyesuaian  program
mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama [IKU]|
dan Indikator Kinerja Daerah (IKD] sebagaimana tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun
2023-2026.

REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam menyusun Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, selain
memperhatikan kebjakan dan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, juga berpedoman kepada antara lain:

A, Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan AFBD.
agar berpedoman kepada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikas:,
Kodefikasi, dun Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-588% Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikas:
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mentenn Dalam Negen Nomor
900.1.15.5-1317 Tahun 2023 serta dilaksanakan secara elektronik melalui
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesual amanat Peraturan Menter
Dalam Neger: Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir F.1.a Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

B. Dalam Penyusunan Eancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
mempedomani ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 23 avat (2],
Pasal 89 ayet (1) dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menten Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Kencana Pembangunan Jangka Panjang Daecrah, Rencana
Pembangunan .Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.
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C. Berkaitan dengan itu, terhadap Program, Kegintan dan Sub Kegiatan vang
tidak tercantum dalam P-RKPD dan P-KUA serta P-PPAS tidak
diperkenankan untuk dianggarkan dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan
dan Sub Kempatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA
dan P-FPAS yvang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung
Tengah dan/atau dalam rargka pemenuhan alokasi belanja dalam
penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai
aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan
penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan
darurat. keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-
undangan vang lebih tinggi setelah P-RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS
disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama,
Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dapat menyesuaikan program,
kegiatan dan sub kegiatan baru.

0. Pemerntah Kabupaten Lampung Tengah dalam menyusun Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 masih terdapat beberapa tahapan yvang tidak
sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan, untuk
selanjutnyva Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar berpedoman pada
tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai
ketentuan butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

E. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mencantumkan Pendapatan
Daerah yvang terdapat dalam regulas: ¢

(1} Perararan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 20235
entang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
201/PMK.0O7 /2022 tentang Pengelolaan Oana Desa;

[2) Peraturan Menteri Keuangan Republik indonesia Nomor 97 Tahui 2023
tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
Katagori Peningkatan Kesejahteraan Masyarzkat pada Tahun Anggaran
2023

{3} Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit pada Pasal 30
disebutkan:

Menyatakan bahwa Penyaluran DBH Sawit Tahun Anggaran 2023

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepala Daerah provinsi dan kabupaten /kota menyusun RKP DBH Sawit
Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar penggunaan dan penyaluran Dana
Bagi Hasil Sawit.

b. Penyaluran Dana Bagi Hasil Sawit Tahun Anggaran 2023 dilakukan
secara sckaligus bagi Daerah provinsi dan kabupaten/koia yang telah
menyampaikan RKP Dana Bagi Hasil Sawit sebagaimana dimaksud pada
hurutf a kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
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c. Penvampaian RKP Dana Bagi Hasil Sawit sebagaimana dimaksud pada
huruf b dilakukan paling lambat tanggal 30 November 2023,

d. Dalam hal tanggal 30 November 2023 bertepatan dengan hari libur atau
hari vang diliburkan, batas waktu penerimaan sebagaimana dimaksud
pada huruf c dilakukan pada han kerja berikutnya.

e. Dalam hal Daerah provinsi dan kabupaten/kota tidak menyvampaikan
RKF Dana Bagi Hasil Sawit sampai dengan tanggal 30 November 2023
sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ atau han kerja berikutnva
sehagaimana dimaksud pada huruf d:

1. Penvaluran Dana Bagi Hasil Sawit dilakukan secara sekaligus paling
lambat 27 Desember 2023; dan

2, Seluruh Dana Bagi Hasil Sawit yvang disalurkan sebagaimana
dimaksud pada angka 1 dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran
2024 dan RKP Dana Bagi Hasil Sawit Tahun Anggaran 2024,

Terdapat selisih kurang penganggaran Dana Transfer Pemerintah Pusat
sebesar Rp-19.353.438.733,00. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung
Tengah agar menvesuaikan anggaran tersebat berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 130 Tahun 2022 menjadi sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil menjadi sebesar Ep 43.418.858.000,00.
2. DAK Non Fisik menjadi sebesar Rp 456.921.494.000,00.

. Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun
2024, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menyediakan pendanaan
kegiatan pemilihan bersama dengan Pemenntah Provinsi secara
proporsional sesuai beban zerja masing-masing sesual dengan tahapan
pilkada serentak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dar
Wali Kota yvang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah,
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54
Tahun 2019,

. Pemenintah Kabupaten Lampung Tengah agar memperhitungkan kembal
peningkatan anggaran PAD sebesar Rp259.079.320.864,00 menjadi sebesar
Fp267.047 827 175,00 mengingat Realisasi PAD pada tahun sebelumnya
dan realisasi sampai dengan 31 Agustus 2023 masih cukup rendah dari vang
dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBED
TA 2023,

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mengalokasikan anggaran
dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
{Paskibraka) sebesar 1% dar total belanja daerah sesuai ketentuan butir
(.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APED Tahun Anggaran 2023

Alokasi belanja pegawal dianggarkan sebesar Rpl.241.626.822.983,00 atau
37,39% diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (tambahan
penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru vang
bersumber dari TKD]. Hal ini belum memenuhi ketentuan butir D.16.a.1)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
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K. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mengganggarkan kekurangan
Pembayaran HKewajiban Iuran Pemerintah Daerah kepada Badan
Penvelenggara .Jaminan Sosial sebesar Rp8.174.125.235 (per Agustus 2023)
dengan rincian sebagai berikut:

1. luran Pemerintah Daerah sebesar Rp27.207.022.880,00

2. Pekerja Bukan Penerima Upah Pemernntah Daerah - Pemenntah Daerah
sebagai Penyelenggara Negara sebesar Rp6.104.315.000,00

3. Bantuan luran Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah
sebesar Rp345.483.600,00

4, Bantuan luran PBU Mandin sebesar Ep312.435,200,00

Sesual dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan

Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor T8/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi

luran Peserta Penernima Bantuan luran Jaminan Kesehatan, luran Peserta

Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaal

Pelavanan Di Ruang Perawatan Kelas (11, Dan Bantuan luran Bag Peserta

Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat

Pelavanan Di Ruang Perawatan Kelas Il Oleh Pemenntah Pusat Dan/Atau

Pemerintah Daerah.

L. Pemernntah Kabupaten Lampung Tengah agar menggangarkan kekurangan
Belanja Subsidi Terhadap Biaya Penvelenggaraan Ibadah Haji/Ongkos
Transit Daerah sesusi Keputusan Gubernur Lampung Nomor
G/255/B.02/HK /2023 tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Subsidi
Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Biaya Penvelenggaraan Ibadah
Haji/Ongkos Transit Daerah Haji Provinsi Lampung Tahun 2023

M. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar menganggarkan Reinvestasi

Dividen kepada PT Bank Lampung sebesar Epb.461.458.068,54 untuk
Dividen Tahun Buku 2020, sesvai dengan surat Gubermur Lampung Nomor
000/ 1867 /VIL.02,/202] tanggal 19 Mei 2021 tentang Reinvestasi Dividen
Bank Lampung Tahun 2020.
Pelaksanaan investasi harus didasarkan pada Perda tentang Penvertaan
Modal wvang terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum
melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat
investasi vang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

N. Terdapat selisih kurang alokasi anggaran luran Jaminan Kesehatan ASN
sebesar Rp5.686.425.184,28.00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten
Lampung Tengah harus menvesuaikan besaran alokasi anggaran luran
Jaminan Kesehatan ASN aesual ketentuan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penvelenggara
Jaminan Sosial sebagaimana telah diubab beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020. Peraturan Menteni Dalam Negeri
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran luran Jaminan Kesehatan Bagi
Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir
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D.16.a.1}.j).{5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

). Terdapat selisih kurang alokasi Belanja luran Jaminan Keceiakaan Kerja ASN
sehesar Rp344.281.017 96 dan selisih lebih alokasi Belanja luran Jaminan
Kematian ASN sebesar Rpl1.495.245.133,55,

Pemerintah Kabupater Lampung Tengah harus menyesuaikan besaran
alokasi anggaran Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dan Belanja
[uran Jaminan Kematien ASN sesuai ketentuan pada pasal 22 avat (1]
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan
kKerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2017 dan butir D.16.a,1).j).{6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negen
MNomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023, Selisih lebih dapat dianggarkan apabila masih terdapat kewajiban vang
belum direalisasikan pada tahun anggaran sebelumnya.

P. Alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DFRD
tidak dianggarkan, Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus
menganggarkan alokasi anggaran iuran anggaran iuran jaminan Kesehbatan
bagi pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp56.845. 160,00, sesuai ketentuan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang badan Penvelenggara
Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun
2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial
MNasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023,
Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
FEepublik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran luran Jaminan Kesehatan bag
Pekerja Penerrma Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan D.16.a.1).4}.(5]}
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Q). Alckasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD
tidak dianggarkan. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus
menganggarkan besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi
pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp118.829.276,00 sesuai ketentuan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun
2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran luran Jaminan Kesechatan
bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemenntah Daerah dan butir
D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

K. Terdapat selisih lebih  besaran alokasi anggaran Belanja Tunjangan
Komunikasi Intensif Pimpinan dan  Anggota DPRD  sebesar
Hpd.520.000.000.00. Pemenntah Kabupaten Lampung Tengah harus
menvesuaikan besaran alokasi anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi
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Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 6 huruf
¢ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungawaban Dana Operasional.

. Terdapat selisih lebih alokasi Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
sebesar sebesar REpld4l 120.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten
Lampung Tengah harus menyesuaikan alokasi Belanja Dana Operasional
Pimpinan DPED sesuar ketentuan Pasal 22 ayat 3 Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan
keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban [Dana
Operasional.

. Terdapat selisth lebih Belanja Tunjangan Reses DPRD  sebesar
REp630.000.002,00, Untuk tu Pemenntah Kabupaten Lampung Tengah agar
menyesuaikan alokasi anggaran tersebut sesuai ketentuan Pasal 8 avat 6
huruf ¢ Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2023 den Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan [Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertangpungjawaban Dana Cperasional.

. Tata MNaskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

1. Konsiderans Mengingat :

a. angka 13 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6847).

b. angka 9 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6683).

Dengan adanya perubaban dasar hukum, pencantumannya agar
disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan
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2. Batang Tubuh :
a. Pasal 1 berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau

akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi
dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bag pasal
atau beberapa pasal sesuai ketentuan angka 98 Lampiran [l
Undang-Unaang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022,
b. Pasal 10 diubah menjadi :
Pasal 10
Uranan lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tercantum  dalam  lampiran  vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dan peraturan daerah ini terdin dan :
1. Lampiran | : Ringkasan Perubahan APBD vang
Diklasifikasi Menurut Kelompok dan jemis
pendapatan, Belanja, dan Pembiavaan;

2. Lampiranll : Ringkasan Perubahan APBD vang
Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Crganisas:;

i Lampiran [Il ; Rincian Perubahan APBD Menurut Uirusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelomipok,
Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiavaan;

4, Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja dan
Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Dan
Sub Kegiatan Beserta Indikator Dan Target
Kinerjanva;

3. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah
Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungs:
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

6.  Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk
Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VIl : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan Perubahan APBD;

8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan Pada Perubahan RKPD dan
Perubahan PPAS Dengan Rancangan
Perubahan APBD;

9. Lampiran X : Sinkronisasi Program Prioritas Dan
Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah;
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10.

11,

12.
13.

14,

15.
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17
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Lampiran X : Sinkronisasi Major Project Dengan
Dukungan Program Prioritas Daerah;

Lampiran XI : Daftar Jumlah Pegawai Per Guolongan dap
Per Jabatan;

Lampiran XIl : Daftar Piutang Daerah;

Lampiran Xlll ; Daftar Penyvertaan Modal Daerah dan

Investasi Daerah Lainnya;

Lampiran XIV : Daftar  Perkiraan Penambahan  dan
Pengurangan Asct Tetap Daerah dan Aset
Lain-Lain;

Lampiran XV : Daftar Kegiatan Sub Kegiatan Tahun Jamak
(multi years);

. Lampiran XVl ; Daftar Dana Cadangan;
. Lampiran XVII : Daftar Pirjaman Daerah.

Sesuail ketentuan Peraturan Menter Dalam Negen Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

3. Lampiran :

Lampiran Il agar dicantumkan kolom bertambah /{berkurang)
dalam bentuk Rupiah (Rp) dan Persentase (% sesuai lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Ped

oman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,

Lampiran III :

1}

2

&1

Judul diubah menjadi RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGEAM,
KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, EKELOMPOK, JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN.

Furmat Lkolom-kolom lampiran agar disesuaikan dengan
ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Tekms Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Pada kolom dasar hukum, cantumkan dasar hukum
perubahan /penammbahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar
hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada
kegiatan, dan sub kegiatan, dan dasar hukum
perubahan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub
kegiatan.

Sesuail ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.



- 101 -

4] Pada akhir lampiran agar diben ruang penandatanganan oleh
Bupati.

Lampiran [V, judul diubah menjadi REKAPITULASI PERUBAHAN

BELANJA DAN KESESUAIAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH, ORGANISAS], PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB

KEGIATAN BESERTA INDIKATOR DAN TARGET KINERJANYA.

Lampiran [X. diubah menjadi SINKRONISASI PROGRAM PRICRITAS

DAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM

PRIORITAS DAERAH.

Lampiran X dihapus dan tambahkan Lampiran X bara vaitu

SINKRONISASI MAJOR PROJECT DENGAN DUKUNGAN PROGRAM

PRIORITAS DAERAH.

Lampiran IX diubah menjadi Lampiran Xl yaitu DAFTAR JUMLAH

PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN.

Tambahkan 5 (lima} Lampiran baru yaitu Lampiran Xll, Lampran

XIll, Lampiran X[V, Lampiran XV] dan Lampiran XV]1 sebagai

berikut :

Lampiran Xll : DAFTAR PIUTANG DAERAH.

Lampiran XIII : DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN
INVESTASI DAERAH LAINNYA.

Lampiran XIV : DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN

PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN
ASET LAIN-LAIN.

Lampiran XV : DAFTAR KEGIATAN SUB KEGIATAN TAHLUN
JAMAK (MULTI YEARS).
Lampiran XVI : DAFTAR DANA CADANGAN.

Lampiran X| diubah menjadi Lampiran XVII.

Sesuai ketentuan Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan amanat Pasal 10 hasil
koreksi pada rancangan peraturan darrah.

ll. Rancangan Peraturan Bupafi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.

2.

3.

konsiderans Menimbang diubah me=njadi :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah

kKabupaten Lampung Tengah Nomor ... Tahun 2023 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2023 schagal landasan oprasional pelaksanaannva:

honsiderans Mengingat disesuaikan dengan hasil koreksi pada

rancangan peraturan daerah,

Batang Tubuh :

a. Pasal 1 berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau
akronim yvang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi
dan/atau hal-hal lamn yang bersifat umum vang berlaku bagi
pasal atau beberapa pasal sesuai ketentuan angka 98 Lampiran
Il Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
FPeraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah
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beberapa kah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2022

b. Pasal 3 diubah menjadi :

Lampiran |

Lampiran Il

Lampiran I

Lampiran IV

Lampiran ¥

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampirar: VI

Lampiran IX

Lampiran X

Pasal 3

:Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang

Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Dan
Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek, Pendapatan.
Belania, Dan Pembiayaan;

: Pemjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan

Pemerintahan  Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Dan Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;

: Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima. Dan

Besaran Hibah;

r Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima. Dan

Besaran Bantuan Sosial;

: Daftar Nama Penenma, Alamat Penerima, Dan

Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Dan
Bersifat Khusus;

: Daftar Nama Penenma, Alamat Penerima, Dan

Besaran Belanja Bagi Hasil,

*Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan

Pemenntahan  Daerah, Orpanisasi, Program,
Kegiatan, SubKepiatan, Kelompok, Jenis, Objelk,
Dan Rincian Objek Dan Sub Rincian Ohjek
Pendapatan, Belanja Dan Pembiavaan;

: Rincian DEH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan

Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minvak
Dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan HKincian
Ohjek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja
an Pembiayaan;

: 3mkronisasi Kebjjakan Pemerintah Daerah Pada

Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Program
Prioritas Perbatasan Negara,

: Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Bupati

tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Yang Disajikan
Berdasarkan Sumber Dana;
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Lampiran Xl : Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi PerFKTF,
Lampiran XIl : Daftar Alckasi Anggaran Dana BOS PerSekolah; dan

Lampiran Xl : Formulr Komitmen Pemerintah Draerah

Menganggarkan Barang Dan Jasa Serta Belanja
Modal Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat
Komponen Dalam Negeri [TKDN).

Lampiran :

.

Lampiran II :
Agar dicantumkan kolom bertambah/(berkurang) dalam bentuk
Persentase (%] dan Kolom penjelasan agar mencantumkan :
1] dasar hukum pendapatan
2] penganggaran belanja disertai penjelasan mengenal dasar
hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus
dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber
rendanaan sub kegiatan.
3] penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar
hukum, sumber penerimaan pembiavaan untuk kelompok
penerimaan pembiavaan, darn tujuan pengeluaran pembiavaan
untuk kelompok pengeluaran pembiavaan.
sesual ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Tambahkan 2 (dua) Lampiran baru vaitu Lampiran V dan
Lampiran VI sebagai berikut :
Lampiran V : DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA,
DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT
UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS.

Lampiran V : DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA,
DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL.

Lampiran V diubah menjadi Lampiran VI, dan judul diubah

menjadi RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,

SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN REINCIAN

OBJEK DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN

PEMBIAYAAN.

Lampiran V] diubah menjadi Lampiran VI dan judul diubah
menjadi RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI
DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK
DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISAS], PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB
RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN.

Lampiran VIl dihapus.

Lampiran VIII diubah menjadi Lampiran [X dan judul diubah

menjadi SINKRONISAS!I KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA PADA DAERAH PEEBATASAN

DALAM RAMCANGAN PERDA TENTANG APBD DAN RANCANGAN

PERKADA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN PROGREAM

PRIORITAS PERBATASAN NEGARA,
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(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN seharusnya
sebesar Rpl.934.420.142,45 atau 0,30% dan gaji pokok
sebesar Rpb44 806.714.150,00 sehingga terdapat selisih
lebih sebesar Rp1.495.345.133,55.

c¢) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan
keschatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan
vang disediakan olch BPRJIS Kesehatan dalam rangka
pemeliharaan kesehatan berupa:

(1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Lip Kepala Dwuerah
dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp100.000.000,00;

(2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD sebesar
Rpl108.400.000,00.

agar dianggarkan sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2].[c)
Lampiran Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023
Khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung
Tengah dalam pelaksanaannyva harus berpedoman pada
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratil Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerinteh Nomor | Tahun 2023..

3} Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyal
Daerah, yvang antara lain:

a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar
Rp31.601.004.900,00, vang diperuntukan bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyvat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangar Daerah seria Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional dengan tetap
memperhatikan  aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran,
kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan
Anggaran.

Selanjutnya, penyediaan alokasi Belanja Gaji dan Tunjangan
DPRD vang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
antara lain diuraikan pada:

(1) Belanja Uang Hepresentasi DPRD sebesar
Rpl.114.260.000.00, alokasi Belanja Uang Representasi
DPRD tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana sebagaimana telah
diubah dengan tercantum dalam Tabel 14 sebagai berikut:
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Tabel 14

Belanja Uang Representasi DPRD

APBD TA 2023 P-APHD TA 2023
: SJUMELAH CAJdl
NE) URAIAN e JUMLAH GAJI st d POKOK DAN
DAN POKOK DAN UANG DAN LANG
ANGGOTA REFRESENTARI (Hp| ANGOOTA HEFEEEE;NT.'\H
| Ketua (setara dengan
1 i L0,
gaji pokok Gubernur] I ——_— : 210.000,00
Wakil (80% dari uang
2 | representasi Ketua 3 5,040,000, (0 3 68 000,00
DPRO)
. Angpota [¥o% dan uang - )
3 reprentasi Ketua DPRD] 4 T2.4500, 000,14 4 | .575.000.00
Jumlah Pimpinan dan 79, 590,000,001
4 3] 79,590,000, 50
Angggota 5 9, 590,000,040
3 Uang represenias x 14 | 14 260, 000,00 [ 14 200000000
Hulan)
Alokas: wang representasi . 114, 26000000
parda APBD 114 260.000,00
Selisih lebih bayar 0,0 0,00
(2] Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar

(3]

(<)

Kpl.500.271.500,00 dan alokasi Belanja Tunjangan .Jabatan
DPRD tersebut telah memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Hekvat Daerah sebagaimnana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 atau 145% dan uang
Representasi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung
Tengah untuk mempertahankan kegsesuaian alokasi anggaran
untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;

Helanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar

Rpl152.737.200,00;

Belanja Tumjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan
Anggota DPRD sebesar Rp8 §20.000.000,00 telah sesua’
ketentuan Pasal 8 avat 6 huruf ¢ Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diuoah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimans
tercantum dalam Tabel 15 sebagai berikut;
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Tabel 15
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan
Anggota DPRD
APBD TA 2023 P- AFBD TA 2023
N JUMLAH JUMLAH
fﬁiﬂ‘ﬁﬁgﬂnﬂ PIMPINAN LIANG PIMPINAN UANG
2 DAN REPRESENTASI AN REFRESENTASI
ANGGOTA (Bp) ANGGOTA [Rol
o | DPRD DPRD
5 x dari uang
represEn Lasd Kelina
DPRD selamsa 12 600 10.500.000,00 600 10.500.000,00

Bulan

6. 300 OCHD. 04D, 0K

Jumilah Fagu i RO OO CCIED (RO
2 | Alokasi Tunjangan
Komunikas H_B20, 000,000,100 B A0 OO0, D00, O

Intensil pada APBD

Selisth

2 520.000.000,00

2520, CHOAD R M

(5]

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran Belanja
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota
DPRD, belum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, merngingat besaran alokasi anggaran
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan
Arnggota DPRD scharusnyas sebesar Rp8.820.000.000.00
atau terdapat selisih lebih sebesar Rp2.520.000,000,00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus
menvesuaikan besaran alokas: anggaran Belanja Tunjangan
Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai
ketentuan Pasal 8 ayvat 6 hurufl ¢ Peraturan Pemernntah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Admimistratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional.

Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp2.205.000.000,00
belum sesual dengan Pasal 8 ayat & huruf ¢ Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratil Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahua 2023 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional secharusnva sebesar
Rpl.575.000.000,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar
Rpb30.000.000,00 sebegaimana tercantum dalam Tabel 16
sebagai berikut:
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Tabel 16
Belanja Tunjangan Reses DFRD

APBD TA 2023 APED TA 2023
i (2)
NO KROMPONEN JUMLAH JUMLAH
PERHITUNGAN PIMPINAN LIANG FIMPINAN UANG
CAN REPRESENTASI AN REPRESENTASI
ANGGOTA (Rp) ANGGOTA (Rpl
DPR DPFRD
1 o xoddar] dang
iepresentasi Ketua ;
DPRD [KKD o R o 1501 10.500.000,00
Rend:ah)
Jumibah pagua 1,375 0 U0 LD 1.575.000.000,00
2 | Alokasi Tunjangan 22005, 00, CEHE, 00
Reses pada APBD A 000. 00, D0
Seligih 6:30,000.000,00 630.000.0043,00
{B) Belanja Tunjangan Perumahan DPED sehesar
Rp8.568.000.000,00 harus mempedomani  Peraturan

(7) Belanja

b] Belanja Dana

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakvat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
11 Tahun 2007,

Tunjangan Transportasi DPRD sebesar
Rp8.335.200.000,00 harus mempedomani Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023,

Terhadap Belanja pada angka (6) dan angka (7) tersebut
diatas, sesual ketentuan Pasal 17 ayat (3] Peraturan
Pemerintah Nomor 18 tahun 2077 tentang Hak Keuangan dan
Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2(523, Pemberian Tunjangan
Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagl Pimpinan dan
Anggota DPRD tidak beleh melebihi Tunjangan Perumahan
dan Tumangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota
DPFRD Provinsi.

DPRD  sebesar

Cperasional Pimpinan

REp393.120.000,00 belum sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 3
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
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Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah  serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional,
scharuanya sebesar Bp252.000.000,00 sehingga terdapat sehisih
lebih sebesar BEpl41.120.000,00, sebagaimana tercantum dalam
Tabel 17 sebagai berikut:

Tabel 17
Dana Operasional Pimpinan DPRD
Yy KOMPONEN . ; -~ J
L PERHITUNGAN APBD TA 2023 APBD TA 2023
; 5 x Uang Hepresentasl
o % Uang Representasi ?
Hetua DPRD x 12
L | Ketua DERD Ketua DPRD x 12 bulan iy :
hEl“LEtl'.l
25 x 3 Orang x Uang
R E,ExEﬂn-m_ngi_:mg Representas) Wakil
Wakil Ketua DPED Representasi Wakil Ketua K DPRDO x 12
DPRD x 12 Bulan Gl .
] Bulan
5 Jumlah Dana Operasional 252.000.000,00 252,000,000 00
Alokasi uang represcntasi ; a7 1 OO0
pada APED 393, 120.000,00 303 120000,
Belisih L4 1. 120 000,00 14§, 120 (00, CHD

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus
menyesuaikan besaran alokasi anggaran Dana Operasional
Pimpinan DPRD sesuai ketentuan Pasal 22 avat 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratilf Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan REakyvat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerabh serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional.

[Dalam hal alokasi anggaran tunjangan perumahan dan
tunjangan  fransportasi  mengalami kenakan, | harus
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas,
standar harga setempat vang berlaku, dan standar luas
bangunan serta lahan rumah negara yang dilakukan secara
selektif dan hasilnya dilaporkan secara ftransparan dan
akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sehagaimana amanat Pasal 17 avat (1) dan ayat (2]
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomo: 1 Tahun 2023

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati sebesar
Rp600.000.000,00 atau 0,22% dan total Pendapatan Ash Daerah
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sebesar Rp54.112.817.698,29 dapat dianggarkan dan penentuan
besarannyva sesual ketentuan Pasal 9 ayvat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah
Rp400.000.000.00 dan paling tinggi 0,40% dan target Pendapatan
Asli Daerah di atas Rp50.000.000.000,00 sampai dengan
Rp150.000.000.000,00.

Kabupaten Lampung Tengah telah memenuhi alokasi anggaran
dimaksud sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus
berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109
Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
kepala Daerah.

3| Tambahan Penghasilan ASN

Penvediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula
sebesar Rpl103.016.898. 031,00 berkurang sebesar
Rp8.353.103.162,00 menjadi sebesar Rp94.663.794. 869,00 atau
3,43% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00
vang diuraikan ke dalam rincian objek belanja Tambahan
Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN semula sebesar
Rp97.061.991.€19,00 berkurang sebesar RpB.177.929,233.00
menjadi sebesar Rp88.884.062 386,00;

dapat dianggarkan dengar memperhatikan jumlah pegawai, aspek
efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran
sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D.16.a_1).j).(7)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 20232
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutmva, Pemenntah Kabupaten Lampung Tengah dapat
memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP] kepada pegawai
Aparatur Sipil Negara [(ASN] daerah dengan memperhatikan juga
liemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD,
vang ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta berpedoman pada
Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanva Peraturan
Pemerintah mengenai TPP, Bupat dapat memberikan TPP bagi ASN
setelah mendapat persetujuan Menten Dalam Negeri.

Dalam rangka tertib administrasi dan kepasiian pembenan
Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara, maka
FPemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan
kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan
besaran nominal alekasi Tambahan Penghasilan Pegawal kepada
Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan
Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara Tahun
Anggaran 2024,
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) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
A3SN semula sebesar Rp230.573.025.374,00 berkurang sebesar
Ep724.047.000,0C menjadi sebesar Rp229 84897837400 atau
8.,33% dan total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00
yvang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar
Rp5.697 993.874,00;

b} Belanja Insentif bagi ASN atas Pernungutan Retribusi Daerah
sebesar Rp427.977.500,00;

¢] Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar
Rp202.117.417.000,00;

d] Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil)] Guru PNSD sebesar
Ep7.937.000.000,00;

e| Belanja Honorarium semula sebesar Rpl4.130.000.000,00
berkurang  sebesar  Rpd61.2410.000,00 menjadi sebesar
Rpl3.668.590.000.00 vang diuraikan antara lain ke dalam sub
rnincian objek belanja:

{1} Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
sermula sebesar Rpl1.914.560.000,00 berkurang sebesar
Rpl141.530.000,00 menjad: sebesar Rpl1.773.030.000,00;

(2] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula sebesar
Ep2.104.440.000,00 berkurang sebesar Rp319.880.000.00
menjadi sebesar Rpl.784.560.000,00;

dapat dianggarkan sesuai ketentuan :

a) Pasal 6 avat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomeor 89 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif
pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnva, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana
Tembahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan
khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus vang bersumber
dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik,
msentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif
dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa
belanja jasa pengelolaan BMD serta honoranum vang diatur
dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu
penghitungan dalam  kritema  tambahan penghasilan
berdasarkan pertimbangan objektifl lainnya sebagaimana
maksud butir D.16.a.1).j).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, pemberian insentif pajak daerah dan
retribusi daerah hanva dapat dibernikan kepada penenma
insentif sebagaimana diatur dalam Fasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara



- [\ -

Pemberiaan dan Pemanfaatan [nsentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, apabila terlibat dalam kegiatan
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam
pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan
rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab,
kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir

D.16.a.1).j).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penvusunan APBD Tahun

Anggaran 2023 untuk honorarium dengan tetap memperhatikan
prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam
pencapalan sasaran program dan kegiatan sesua' dengarn
kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegatan dalam rangka
mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga
satuan vang ditetapkan oleh Bupati.

c] Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitas Jaminan
Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan
Dukungan Biaya Operasional Pada rFasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah untuk, Belanja Jasa
Pelayanan Kesehatan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penvediaan anggaran DBelanja Barang dan Jasa semula sebesar
Rp542.614.718.705,00 bertambah sebesar Rp34.338.053.513,00
menjadi sebesar Rp576.952.772.218,00 atau 20,91% dari total belanja
daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 harus digunakan untuk
pengadaan barang/jasa vang milal manfaatnya kurang dar 12 [dua
belas| bulan, termasuk barang/jasa vang akan diserahkan atau dijual
kepada masvarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program,
kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian
sasaran prioritas daerah vang tercantum dalam RPD pada OPD terkait
dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan
kewajaran penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan
Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D.16.a.2).a) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang

Pedoman Penvusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Penvediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa vang antara lain
rercantum pada objek:

1) Belanja Barang semula sebesar Rp89.092.901.975,00 bertambah
schesar Rp8.359.814,.863,00 menjadi sebesar Rp97.452.716.838,00
atau 3,53% dari total belanja daerah sechesar

Rp2.759.154.996.418,00 vang diuraikan ke dalam rincian objek:
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Belanja Barang Pakai Habis semula sebesar
Rp88.865.725.975,00 bertambah sebesar RpS8.463.828.863,00
menjadi sebesar Rp97.329.554.838,00 atau 3,53% dari total
belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 vang antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semuila sebesar
Rp521.617.00,00 bertambah sebesar Rp9.473.800,00 menjadi
sebesar Rp531.090.800,00;

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Rantor
semula sebesar Rpb6.498.220.545,00 bertambah sebesar
Rp230.861.400,00 menjadi sebesar Rp6.729.081.945,00;

Belanja Alat/Bahan untuk Kematan Kantor- Bahan Cetak
semula sebesar Rpl15.461.693.766,00 bertambah sebesar
Rp840.685.171,00 menjadi sebesar Rpl6.302.378.937,00;

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos semula
sebesar Rp572.330.000,00 bertambah sebesar
Ep242.680.000,00 menjadi sebesar Rp815.010.000,00;

Belanja Alat/Bahan vntuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik semula
sebesar Rp981.135.700,00 berkurang sehesar
Epl102.307.800,00 menjadi sebesar RpE7TE.827.900,00;

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera
Mata semula sebesar Rp224.125.000,00 bertambah sebesar
Rpl7.625.000,00 menjadi sebesar Rp241.750.000,00

Belanja Obat-Obatan-Obat semula sebesar Rp2.255.284 880,00
bertambah sebesar Rp2.266.143.472,00 menjadi sebesar
Rp4.521.428.352,00;;

Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula sebesar
Epl6.864.470.000,00 berkurang sebesar Rp800.255.000,00
menjadi sebesar Rpl16.064.215.000,00;

Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula sebesar
Rp2.639.365.000,00 bertambah sebesar Rp781.095.000,00
menjadi sebesar Rp3.420.460.000,00;

Helanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelavanan
Urusan Sosial semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar
Rp18.000.000,00 menjadi sebesar Rp18.000.000,00;

Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula
sebesar Rp2.015.800.000,00 berkurang sebesar
Rp23.940.000,00 menjadi senesar Rp1.991.860.000,00;

mj Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp63.800.000,00;

nj
]

Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp204 .600.000,00;
Belanja Pakaian Adat Caerah acbhesar Rp533.650.000,00:
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pl Belanja  Pakaian Batik Tradisional semula  sebesar
Rpl186.575.450,00 berkurang sebesar Rp21.611.550,00 menjad

sebesar Rpl164.963.900,00;

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannyva disesuaikan
dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas

dan fungsi OPD, standar kebutuhan vang ditetapkan oleh Kepala
Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta
memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran
2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi
da'am rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai Pasal 9
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 avat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah, sebagaimana maksud D.16.a.2).c).(l).a] Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penvusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Selanjutnyva, penyediaan anggaran yvang tercantum pada Belanja
Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar
Rp30.201.855.500,00;

Diangpgarkan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan
sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Bupati
vang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD serta
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan
efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub
kegiatan guna mencapal ftarget kinena vang ditetapkan sesuai
ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuvangan Daerah, sebagaimana maksud butir
D.16.a.2).¢).[1).{b) dan butir D.16.a.2).¢).(1).[c) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyvusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan
kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar
harga beli/bangun atas barang yvang akan diserahkan kepada
masyvarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja vang terkait
langsung dengan  pengadaan/pembangunan sampai siap
diserahkan.

Belanja Jasa semula sebesar RplB82.690.213.552,00 bertambah
sebesar Rp3.482.386.413,00 menjaci sehesar
REpl86.172.599.965,00 atau 6,75% dan total belanja daerah sebesar
Ep2.¥59.154.996 418,00 vang antara lain diuraikan ke dalam
rincian objek:
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a) Belanja Jasa Kantor semula secbesar Rpl43.143.853.995,00
bertambah  sebesar Rp4,.342.735.366,00 menjadi  sebesar
Rpl147. 486.589.361,00 atau 5,35% dari total belanja daerah

sebesar Rp2.759.154.996.418,00.

Selanjumya, Belanja Jasa Kantor antara lain diuraikan ke dalam
sub rincian objek belanja:

(1)

(2

(3]

(4]

(3]

(6]

{7

(8]

(9)

(10]

(11]

(12)

Honorarium Narasumber s&stau Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara, dan Pan:tia semula sehesar
Rpd4.334.416,.500,00 berkurang sebesar Rp250.632.500,00
menjadi sebesar Rp4.083. 784 000,00,

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp7.931.825.900,00
berkurang sebesar Rpb50.755.000,00 menjadi sebesar
Rp7.281.070,900,00;

Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan semula
sebesar Hp8.446.900.000.00 berkurang sehesar
Epl23.700.000,00 menjadi sebesar Rp8.323.200.000,00;

Honorarium Tim Penvusunan Jumal, Buletin, Majalah.
Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website semula
sebesar Rp377.040. 000,00 berkurang sebesar
Rp59.640.000,00 menjadi sebesar Rp317.400.000,00;

HBelanja Jasa Tenaga Kesehatan semula  sebesar
Rp6.573.462.558,00 berkurang sebesar Rpl.500.000.00
menjadi sebesar Rpb.571.962.558,00;

Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat semula sebesar
Rp5.717.110.000,00 berkurang sebesar Rpl85. 160.000,00
menjadi sebesar Rp5.531.950.000,00,

Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan
Penvelamatan sebesar Rp5635.725.000,00;

Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar
Ep10.362.900.000,00 berkurang sebesar Rp102.900.000,00
menjadi sebesar Rpl10.260.000.000,00;

Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer semula sebesar
Rp3.639.000.000,00 berkurang sebesar Rp66.000.000,00
menjadi sebesar Rp3.573.000.000,00;

Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula sebesar

Rp5.030.000.000,00 berkurang sebesar Rp92.000.000,00
menjadi sebesar Rp4.938.000.000,00;

Belanja Jasa Tenaga Ahl semula sebesar

Rp3.464.064.000,00 berkurang sebesar Rp333.604.000,00
menjadi sebesar Rp3.130.460.000,00;

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar
Rp3.387.950.000,00 bertambah sebesar Rp229 000.000,00
menjadi sebesar BEp3.616.950.000,00;
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(13} Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula sebesar
Rp7.161.000.000,00 berkuwiang sebesar Rp323, 00000000
menjadi sebesar Rpb.838.000.000,00;

(14) Belanja Jass Tenaga Supir semula sehesar
Rpl1.268.472.000,00 berkurang sebesar Rpl00.182.000,00
menjadi sebesar Rpl.168.290.000,00;

(15] Belanja .Jasa Tenaga Informasi dan Tekrologi semula
sebesar Rp2.441.400.000,00 hertambah sebesar
Rp20.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.461,.400.000,00;

(16) Belanja Jasa lklan/Reklane, Film. dan Pemotretan semula
sebesar Ep43.000.000,00 berkurang sebesar
Rpl12.000.000,00 menjadi sebesar Rp31.060.000,00;

(17) Belanja Kawat/Faksimili/Internet /TV Berlangganan semula
sebhesar Rp4.159.720.871,00 bertambah sebesar
Rpl108.793.176,00 menjadi sebesar Rp4.268.514.047.00

Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian
sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuail dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanoan sub kegiatan dalam rangka
mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar
harga satuan vang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan
Pasal 3 avat (1) dan Pasal 51 ayat (5] Peraturan Pemeriniah
Nomor 12 Tahun 2019 teniang Pengelolaan Keuangan Daesrah

Selanjuinmya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan jasa yang didasarkan pada pertinbangan bahwa
keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan
kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub
kegiatan. Penganggaran jasa sebagal imbalan vang diberikan
kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara
spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan
besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak
lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air. telepon,
internet dan jasa-jasa lainnya sesual ketentuan butir
D.16.a.2).c).(2).la) Lampiran Peraturan Menter1 Dalam Negen
Nomor B4 Tahun 2022 tentang Pedoman Penvusunan AFPBD
Tahun Anggaran 2023,

Belanja luran Jaminan / Asuransi semula sebesar
Rp23.171.885.304,00 bertambah sebesar Rp2.336.455.600,00
menjadi sebesar Rp25.508.340.904,00 atau 0,92% dan total
belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418.00 yang antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Kontribusi
Jaminan Kesehatan bag FBI semula sebesar
Rp20.899.317.600,00 bertambah sebesar Rp2.336.857.600,00
menjadi sebesar Rp23.236.175.200,00, diangpgarkan dalam
rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) bagi
seluruh penduduk vang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten
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Lampung Tengah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan
kelas Il selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu
Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan luran (PBI).
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah wajib
melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan
Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan
kesehatan bagi seluruh penduduk, sebagaimana dimaksud butir
0. 16.a.2).c).(2).(b).v.viii)] Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023,

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten
Lampung Tengah tidak diperkenankan mengelola sendin
{sebagian atau s=seluruhnya)] Jaminan Kesehatan Daerahnya
dengan manfaat vang sama dengan JKN, termasuk mengelola
sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnyva dengan skema ganda
sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).vi Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomeor B4 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023

Berkaitan dengan itu, penvediaan anggaran vang tercantum

pada:

1) Belanja luran Jaminan Keschatan bag Peserta PBPU dan GF
Kelas 3 semula sebesar Rpl17.909.220.000.00 bertambah
sebesar Rpl. 400,000, 000,00 menjadi sebesar
Rpl19.309.220.000,00;

(2) Belanja Turan Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar
Rp333.747.000,00,

(3) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
sermula sebesar Rpl.374.773.000,00 berkurang sebesar
Rp1.000.000,00 menjadi sekesar Rpl1.573.773.000,00

dapat dianggarkan untuk Belanja luran Jaminan Kesehatan.
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Belanja luran
Jaminan Kematian bagi pekerja/pegawal vang menerima
gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negen Sipil Daerah
[PNPNSD) vang dipekerjakan melalul perjanjian kena/kontrak
sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko
kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan.
santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas
risiko kematian bukan akiba! kecelakaan kerja berupa santunan
kematian sesiai ketentuan 0.16.a.2).c).(2).{b).v,
D.16.a.2).c).(2).(bl.vi, D.16.a.2).c).(2).(b).vii, D.16.a.2).c).(2).id},
dan D.16.a.2).c).(2).le) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Normor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyvusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.

Penvediaan anggaran vang tercantum pada:

(1] Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar
Rp3.037.725.800,00 berkurang sebesar Rp119.111.900.00
menjadi sebesar Rp2.918.613.900,00 atau 0,11% dari total
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belanja daerah s=besar Rp2.759,154.996.418,00 vang antara

lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(a] Belanja Sewa HKendaraan Bermotor Penumpang semula
sebesar Rpl.356.210.000,00 berkurang sehesar
Rp279.000.000,00 menjadi sebesar Bp1.077.210.000,00;

b} Belanja Sewa Kendaraan Bermoior Angkutan Barang
semule sebesar Rpd2d7.000.000,00 bertambah sebesar
Rp10.700,.000,00 menjadi sebesar Rp437.700.000,00;

ic) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya semula sebesar
Rp988 978.800,00 bertambah sebesar Rp78.703. 100,00
menjadi sebesar Rpl1.067.681.900,00;

(2] Belanja Sewa OCedung dan Bangunan semula sebesar
Rpl.177.049.000,00 bertambah sebesar Rpl74.450.000,00
menjadi sebesar Rpl1.351.499.000,00 atau 0,05% dan total
belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
la; Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

semula sebesar Rp714.450.000,00 bertambah sebesar
Rp83.600.000,00 menjadi sebesar Rp7T98.050.000,00;

(b) Belanja Sewa Hotel semula sebesar Rp271.500.000,.00
bertambah sebesar Rpl0.850.000,00 menjadi sebesar
Rp282.350.000,00;

(3) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya semula sebesar
Rp139.750.000,00 bertamoah sebesar REp32.500.000,00
menjadi sebesar Rpl72.250.000,00 atau 0,01% dan total
belinja daerah sebesar Rp2.759.154.996. 418,00 vang antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian Belanja Sewa Alat Musik
semula sebesar Rpl39.750.000,00 bertambah sebesar
Rp32.500.000,00 menjadi sebesar Rpl172.250.000,00.

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannva disesuaikan
dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan
memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik
daerah. Selanjetnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah
terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud
tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan
kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran
sebagaimana maksud dalam Pasal 3 avat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada
standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga
sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta
maksud butir D.16.a.2).¢c).(2).(] Lampiran Peraturan Menter
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Dalam Negeri Nomor B84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

d] Penvedizan anggaran vang tercantum pada:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula sebesar
Rp5.311.197.453,00 berkurang sebesar Rp3.634.297.453,00
menjad: sebesar Bpl1.676.900.000,00 atau 0,06% dan 1otal
belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996 418,00 vang antara
lain tercantum pada:

(a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekavasa- Jasa
Desain Rekayasa untuk Fontruksi Pondasi serta Struktur
Bangunan semula sebesar Epl.430.000.000,00 berkurang
sebesar Rp1.360.000.000,00 menjadi sebesar
Rp70.000.000,00;

(b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa
Desain Rekavasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air semula
sebesar Rp75.000.000,00 bertambsah sebesar
Rp120.000.000,00 menjadi sebesar Rp195.000.000,00,

ic} Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa
Pengawas Pekerjaan Kontruksi Teknik Sipil Transporiasi
semula sebesar Rp50.000.000,00 berkurang sehesar
Rp50.000.000,00 menjadi sebesar Rp0,00;

id) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen
Proyvek Terkait Kontruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
semula sebesar Rpl.052.690.000,00 berkurang sebesar
Rp385.940.000,00 menjadi sebesar Rp666.750.000,00,

(2} Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula sebesar
Rp2.468.500,000,00 berkurang sebesar Rp1.021.500.000,00
menjadi sebesar Rpl.447.000.000,00 atau 0,05% dari total
belanja daerah sebesar Rp2 759 154,996 418,00 vang antara
lain tercantum pada:
ja] Belanja Jasa Konsultansi Beronentasi Bidang-

Perggembangan Pertanian dan Perdesaan semula sebesar
Rp274.000.000,00 berkurang sebesar Rp204.000.000,00
menjadi sebesar Rp70.000.000,00;

(b} Belanja Jasa Konsultansi Bervorientasi Layanan-Jasa
Studi Penelitian dan Bantuan Teknik semula sebesar
Rpl.492.000 000,00 berkurang sebesar
Rp522.000.000,00 menjadi sebesar Rp970.000.000,00;

c] Belanja Jasa Konsultansi Berorentasi Lavanan-Jasa
Khusus semula sebesar Rpl00.000.000,00 bertambah
sebesar Rp222.000.000,00 menjadi sebesar
Rp322.000.000,00;

dianggarkan namun dalarn pelaksanaannva tetap
memiperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan
kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan
disesuaikan dengan kebutuhan nyvata pada masing-masing
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kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan
aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud
terhadap  kuaiitas  perumusan  kebjakan  baik  dibioang
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun
pelavanan kepada masvarakat.

Selanjutnva penganggaran beianja jasa konsultansi kontruksi
mengikuti konsep fill costing atau nilai aset tetap vang
dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga
beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan /pembangunan aset sampal siap digunakan sesuari
ketentuan butir D.16.a.2).c).{2).(g)] Lampiran Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyvusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Belanja Kursus/Peladhan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta

Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp4.110.252.000.00

bertambah sebesar Rpl.371.154.800,00 menjadi sebesar

Rp5.481.406.800,0C¢ atau 0,20% dari total belanja daerah

sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yvang antara lain tercantum

pada:

i1l Belanja Kursus Singkat)/Pelatihan  semula  sebesar
Rp3.556.000.000,00 bertambah sebesar
Rpl.458.804 800,00 menjadi sebesar Rp5.014.804.800,00;

i2] Belanja Bimbingan Teknis semula sebesar Rp.0.00
bertambah sebesar Rp31,100.000,00 menjadi sebesar
Rp31.100.000,00;

(3] Belanja Diklat Kepemimpinan semula  sebesar
Rp554.252.000,00 berkurang sebesar Rpl 18.750.000,00
menjadi sebesar Rp435.502.000,00.

Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya dilakukan
secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran
daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan
memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan,
muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi
dan pelayvanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh
bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan
anggota DPRD, serta unsur lainnya vyang dibutuhkan
sebagaimana maksud butir D.16.a.2].c).(2}).(i].iii Lampiran
Peraturan Menten Dalam Negen MNomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Selanjutnva, penyediaan anggaran yang tercantum pada
Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD semula sebesar
Rpl11.992.190.500,00 bertambah sebesar Rpl.161.285.000,00
menjadi sebesar Rpl3.153.575.500,00, dapat dianggarkan
dengan berpedoman pada Peraturan Mentenn Dalam Negen
Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman
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Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten/Kota
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negern Nomor 14 Tahun 2018, Pembiayvaan dan Pelaksanaan
Kegiatan tersebut agar berpedoman kepada Surat Kementerian
Dalam Negeri Nomor 188.1/8808/5.) tangeal 22 Oktober Tahun
2018 perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi,
Kabupaten /Kota sesuai ketentuan butir D.16.a.2).¢).(2).0i) i
Lampiran Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman  Penyusunan APBD  Tahun
Anggaran 2023,

Dalam hal pendidikan dan pelatthan, bimbingan tekmis atau
sejenisnya tersebut diselenggaralkkan di luar daerah harus
dilakukan secara sangat selekitif dengan mempertimbangkan
aspek-aspek urpensi, kualitas penvelenggaraan, muatan
substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokas: dan
pelavanan penyelenggara serta manfaat yvang diperoleh dan
kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis
dtau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat
menvelenggarakan pendidikan dan pelatthan, bimbingan teknis,
sosialirasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam
rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi
SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/
kabupaten/kota vang bersangkutan secara selektil sepanjang
terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber dava
serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap
memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan
Corona Virus hsease-19 Sesual ketentuan butir
D.16.a.2).c).(2).11l.iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023,

Selanjutnya, dalam rangka beradaptasi dengan penerapan
tatanan normal baru, produktif dan aman Corona Virus [Disease
19 di berbagai aspek kehidupan dan pemanfaatan teknolog
informasi serta efisiensi permbiavaan dalam kegiatan kedinasan
seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, limbingan
teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi
dalam rangka sertiikasi kompetensi dan pengembangan
kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat
dilaksanakan secara virfual maupun hybrid sesuai Ketentuan
butir D.16.a.2).c).(2).{i).v. Lampiran Peraturan Menteri Dalam
MNegeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penvusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.

3) Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp22.161.821.299.00
bertambah sebesar Rp7.767.709.551,00 menjadi achesar
Ep20.920,530.850,00 atau 1,08% dan total belanja daerah sebesar
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Rp2.759.154.996.418.00yvang antara lain diuraikan ke dalam
rincian objek:

@)

b

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar

Rpl17.086.839.000,00 berkurang sebesar Rp760.830.000,00

menjadi sebesar Rpl6.326.000.000,00 atau 0,59% dan total

belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian ohjek:

(1} Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula
sebesar Rp&5.000.000.00 berkurang sebesar
Fp23.000.000,00 menjadi sebesar Rpb2.000.000,00;

(2] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angicutan Darat
Bermotor-kendaraan Bermotor Penumpang semula
sebesar Rpl10.342.960.000,00  berkurang  sebesar
Fp59.790.000,00 menjadi sebesar Rpl10.283.170.000,00;

(3] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua semula
sebesar Rpl.658.900.000,00 berkurang scbesar
Rpi5 400.000,00 menjadi sebesar Rpl .623,.500.000,00;

(4] Belanja Pemeliharaan Xomputer-Peralatan Komputer-
Peralatar. Jaringan semula sebesar Rp217.500.000,00
bertambah sebesar Rpl0.000.000,00 menjadi sebesar
Rp227.500.000,00;

i53) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-
Peralatan Kemputer Lainnya sebesar Rp15.000.000,00.

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar

Rp3.587.523.170,00 bertambah sebesar Rp9.570.377.280,00

menjadi sebesar Rpl13.157.900.450,00 atau 0.48% dari total

belanja daerah sebesar Rp2 759.154.996.418,00 yvang antara
lain tercantum pada;

(1] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedunrg
Tempat Kerja-Bangunan OGedung Kantor semula sebesar
REp3.446.941.720,00 bertambah sebesar Rp8.925 377.280,00
menjadi sebesar Rpl12.372.319.000,00;

(2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Tempat Kena-Bangunan Kesehatan semula sebesar Rp0,00
bertambah sebesar Rp745.000.000,00 menjadi sebesar
Rp745.000.000,00;

[2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Tempat Kerja-Taman semula sebesar Rpl12.331.450,00
berkurang sebesar Rpl00.000.000,00 menjadi sebesar
Epl2.331.450,00;

|4} Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan | sebesar
Rp20.250.000,00;

Belanja Pemeliharaan Jalan, Jarnngan, dan Irngasi semula

sebesar Rpl.487.459.129 00 berkurang sebesar

Epl.111.837.729,00 menjadi sebesar Ep375.621.400.00 atau
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0,01% dari total belanja daerah sebesar

Hp2.759.154.996 .4 18,00 vang antara lain tercantum pada:

(1) Belanja  Pemeliharaan  Instalasi-lnstalasi Pengolahan
Sampah- Instalasi Pengolahan Sampah Lainnva sebesar
Rp43.448.000,00;

(2} Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-
Instalas: Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD| sebesar
Rp60.000.000,00;

(3] Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-
Jaringan Air Minum Lainnya sebesar Rp12.753.400,00;

(4] Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Janngan
Listrik Lainnva sebesar Bp241.920.000,00;

Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap
memperhatikan  aspek  efektivitas, efisiensi, kepatutan dan
kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan
disesuaikan dengan kebutuhan nyvata pada masmg-masing
kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 avat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Penganggaran pomecliharaan barang mihk daerah vang berada
dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa
pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan
pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 avat
(1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir
D.16.a.2).c).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar REpl.487.459,.129.00
berkurang sebesar  Rpl.111.837.729,00 menjadi sebesar
Ep375.621.400,00 atau 0,01% dan total belanja daerah sebesar
Rp2.759.154.996.418,00.

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri antara lain

diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(1} Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-
Instalasi Pengolahan Sampah Lainnva achesar
Rp43.448.000,00;

|2} Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-
Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebesar
Rp60.000.000,00;

(3} Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan
Air Minum Lainnya sebesar Epl12.753.400,00;

{4) Belanja Pemeliharaan Jarngan-Jaringan Listnk- Jaringan
Listrik Lainnya sebesar Rp241.920.000,00;
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harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas,
efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan
anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-
masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan
untuk hal-hal yang mempunya: prionitas tnggt dan penting,
dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari
dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dar
perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi
kebijakan pemerintah daerah dan hasilnva dilaporkan secara
transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan,
Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan, dengan
berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir
D.16.a.2).c).{4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyvusunan APBD Tahun
Anggaran 2023,

Penvediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket meeting
dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas
dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya vang dilaksanakan di
dalam kota pada Pemenntah Daerah penyelenggara dan dibiavai
seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yvang
dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota
Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnyva
ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir
[ 16.a.2).cl.(4).[a).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas
pak=t meefing luar kota digunakan untuk menganggarkan
perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnva vang
dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyvelenggara
dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara,
serta dilaksanakan di luar kota Pemenntah Daerah peserta dengan
hiaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah
peserta sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(4].la).v Lampiran
Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor B4 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penvusunan APBD Tahun Anggaran 2023

Berkaitan dengan itu, penvediaan anggaran belanja perjalanan
dinas ke luar negeri dapat disnggarkan untuk kegiatan yang bersifat
urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah kabupaten
Lampung Tengah antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama
antara Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan pihak luar
negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada
Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas
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Ke Luar Negeri dan Peraturan Menterni Dalam Negenn Nomor 29
Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi
Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan
Angpota DPRD.

Dalam rangka mencegah terjadinya penularan COVID-19 di
Indonesia, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. agar
menunda pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali
kegiatan vang bersifat wrgent sebagaimana dimaksud Surat Menteri
Dalam Negeri Nomor 099/6937/5J tanggal 6 Desember 2021
tentang Imbauan Menunda Pegalanan ke Luar Negen,

Selain itu, penyediaan alokas? anggaran perjalanan dinas pada:

al Sekretariat Daerah semnula sebesar Rp2.556.266.000,00
bertambah sebesar Rp487.445.000,00 menjadi sebesar
Ep3.043.711.000,00 atau 4,15% dari total belanja pada
Sekretariat Daerah sebesar Rp73.368.902.681,00;

b] Sekretariat DPRD semula sebesar Rp20.509.134.000,00
bertambah sebesar Rpl.413.128.000,00 menjadi sebesar
Rpl19.096.006.000,00 atau 23,95% dari total belanja pada
Sekretariat DPRD sebesar Rp79.736.060.476,00;

Agar dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas,
efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan
anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-
masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat (1]
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah,

Selanjutnyva, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan
untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana
tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yvang menunjang
pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai
dengan kewenangan Pemenntah Kabupaten Lampung Tengah
dan/atay dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam
penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di
berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan,
sosial, ckonomi dan penganggaran belanja wajb dalam rangka
penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Belanja Uang danj/atan Jasa untuk Diberikan kepada Fihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyvarakat semula sebesar Rpl.404 .060.000,00
bertambah  sebesar Rp288.150.000,00 menjadi  sebesar
Rp1.692.210.C00,00 atau 0,06% dan total belanja daerah sebesar
Rp2.759.154.996 418,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian
objek Belanja Uang yvang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain /Masyarakat sebesar Rpl.692.210.000,00 yang diuraikan ke
dalam sub rincian objek Belanja Hadiah vang Bersifat Perlombaan
sebesar Rp599.210.000,00 dapat dianggarkan  daengan
pelaksanaannyva tetap memperhatkan aspek efektivitas, efisiensi,
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kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran
dan sesuai ketentuan Pasal 3 avat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan itu, penvediaan anggaran tersebut hanva untuk
pemberian hadiah pada kegiatan vang bersifat perlombaan atau
penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masvarakat.
penanganan dampak sosial kemasvarakatan akibat penggunaan
tanah milik Pemenntah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan
provek strategis nasional dan non provek strategis nasional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
Transler ke Daerah dan Dana De=a (TKDD) yvang penggunaannva
sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sesuai ketentuan bubr D.16.a.2).c).(5).[a] Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penvusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

¢, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

1) Penganggaran Belanja Hibah semula sebesar Rp97.117 263.010,00
bertambah  sebesar Rp7.872.590.170,00 menjadh sebesar
Rp104.989.853.180,00 atau 3,81% dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759.154.996.418,00 vang diurzikan ke dalam rincian
ohjek belanja:

a)] Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula sebesar
Ep34.184 .000.000,00 bertambah sebesar Rpl.884 968.000,00
menjadi sebesar Rp36.068.968.000,00 vang hanva diuraikan ke
dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah
Pusat;

bl Belanje Hibah  kepada Badan, Lembega, Organisasi
Kemasvarakatan vang Berbadan Hukum Indonesia semula
sebesar Rp56.847.059.210,00 bertambah sebesar
Rp5.312.169,930,00 menjadi sebesar Rp62.159.229,140,00 vang
antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga vang Bersifat
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yvang Dibentuk Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan semula sebesar
Rp3.303 .400.000,00 berkurang sebesar Rpl.616.000.000,00
menjadi sebesar Rpl.687.400.000,00; Yang diuraikan ke
dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan
dan Lembaga yvang Bersifat Mirlaba, Sukarela dan Sosial vang
Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,

(2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela
dan Sosial yvang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
sebesar Rp26.241.632.000,00, vang diuraikan ke dalam sub
rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga
Nirlaba, 3ukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat
Keterangan Terdaftar sebesar Rp25.980.800.000.00 dan sub
rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Badan dan
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Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial vang Telah Memiliki
Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp260.822.000,00;

(3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela
Bersifat Sosial Kemasvarakatan semula sebesar
Rp25.098.483.280,00 bertambah sebesar
Rp7.331.587.930,00 menjadi sebesar Rp32.430.071.210,00
vang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah
Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat
Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp21.311.500.000,00 dan
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,
Sukarela Bersifat Sosial Kemasyvarakatan sebesar
Epl1l1.118.571.210,00;

(4] Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Parta Politk
sebesar Rp2.297.337.000,00.

2} Bantuan Sosial tidak dianggarkan.

4. Belanja Modal

Penyediaan ATIEEATAT Belanja Modal semula sebesar
Rp3l12.483.682.812,00 bertambah sebesar Rp37.197.910.993,00 menjadi
sebesar Rp349.681.593.805,00 atau 12,67% dari total belanja daerah
schesar Rp2.759.154.996.418.00 agar penganggaran diprioritaskan
untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana vang
terkait langsung dengan peningkatan pelayanan  publik  serta
pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b.
Lampiran Peraturain Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyvusunan APBD Tahun Anggaran 2023

Penganggaran belanja modal tersebut dipunakan untuk pengeluaran vang
dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya vang
memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 {dua belas)
bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas
minimal kapitalisasi asset, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat
diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi
normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk
digunakan sesuai ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud
butir D.16.b.3) dan butir D.16.b.4] Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penvusunan APBD Tahun

Anggaran 2023,

Penganggaran pengadaan barang mililk daerah harus didasarkan pada
perencanaan kebutunan barang milik daerah yang disusun dengan
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta

ketersedizcan barang milik daerah vang ada. Selanjutnya, perencanaan
kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bag OFD
dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik
daerah vang baru f(new initiative] dan angka dasar (baseling serta
penvusunan RKA-OPD.
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Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada
standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, pernetapan
standar kebutuhan oleh Bupati sesuai amanat Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah, dan butir D.16.b.9] Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor B4 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyvusuran APBD Tahun

Anggaran 2023,

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat
perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai  kontrak,
perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai

kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen] darm harga yang
tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 avat
(2] Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Penyediaan anggaran belanja Modal vang antara lain tercantum pada:

a. Belanja Modal Tanah Rpl.300.000.000,00 atau 0,05% dar total
belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula Rp69.178.480.463,00
bertambah  sebesar Rp7.290.250.752,00 menjadi  sebesar
Rp76. 468.731.215.00 vang diuraikan ke dalam objek:

1) Belanja Modal Alat Besar semula sebesar Rpd.500.000,00
berkurang sebesar Rp4.500.000,00 menjadi sebesar Rp0,00 atau
0,00% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00.

2) Belanja Modal Alat Angkutan semula sebesar Rp2.092.076.000,00
berkurang sebesar Rp211.082.000,00 menjadi  sebesar
Rp1.880.994.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah sebesar
Rp2.759.154.996.418,00 vang diuraikan ke dalam objek:

(1] Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar
Rp500.494.000,00;

(2] Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar
Rp963.300.000,00;

(3] Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar
Epd417.200.000,00;

3] Belanja Modal Alat Pertanian semula sebesar Rp20.000.000.,00
berkurang sebesar Rp20.000.000,00 menjadi sebesar Rp0,00 atau
{0,00% dari total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.4 18,00

4| Belanja Modal Alat Kanter dan Rumah Tangga semula sebesar
Rp2.047.596.700,00 bertambah sebesar Rp17.956.850.00 menjadi
sebesar Rp2.065.553.550,00 atau 0,07% dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759,154.996.418,00 yang diureikan ke dalam rincian
objek:
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a] Belanja Modal Alat Kantor semula sebesar Rp283.275.000,00
berkurang sebesar Rpl39.309.400,00 menjadi sebesar
Rpl43.965.600,00;

b] Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula sebesar
Rpl1.585.829 500,00 bertambah sebesar Rpl690.034. 000,00

menjadi sebesar Rp1.745.863.500.00;

5] Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar semula
sebesar Rp224.629.500,00 berkurang secbesar Rp53.450.000,00
menjadi sebesar Rp171.179.500,00 atau 0,01% dan total belanja
daerah sebesar Rp2.759.154 996.418,00 yang antara lain diuraikan
ke dalam rincian objel:

a) Belanja Modal Alat Studio semula Rp221.029. 500,00 berkurang
sebesar Rpl12.150.000,00 menjadi sebesar Rp108.879 500,00

b] Belanja Modai Alat Komunikasi semula sebesar Rp3.600.000,00
bertambah  sebesar Rp58.700.000,00 menjadi sebesar
Rp6h2.300.000,00.

6] Belanja Modal Komputer semula Ep2.606.524.000,00 bertambah
sebesar Rpl71.339.800,00 menjadi sebesar Rp2.777.863.800.00

atau 0,10% dan total belanja daerah sebesar
Ep2.759.154.996 418,00 vang diuraikan ke dalam nncian objek:

a) Belanja Modal Komputer Unit semula sebesar
Rp2.301.574.000.00 bertambah sebesar R{p49.339. 800,00
menjadi sebesar Rp2.350.963.800,00.

7] Belanja Muodal Peralatan Komputer sermula sebesar
Rp304.950.000,00 bertambah sebesar Rp121.950.000,00 menjadi
sebesar Kp426.900.000,00.

. Belamja Modal Gadung dan Bangunan semula  sebesar
REp80.343.217.882,00 bertambah sebesar Rp97 928 838.376.00
menjadl sebesar Rpl78.272.056.258,00 atau 6,46% dari total belanja
daerah sebesar Rp2.759.154.996 418 00 yang antara lain diuraikan
ke dalam objek Belanja Modal Bungunan Gedung vang antara lain
diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung
Tempat Kerja semula sebesar Rp78.930.297 B82 00 bertambah sebesar
Rp97.951.251.076,00 menjadi sebesar Rpl176.881.548.958,00
Selanjutnya, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(1] Belanja Modal Bangunan CGedung Kantor sebesar
Rp41.638.625 438,00

(2] Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebesar Rp818.165.720,00;

(3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar
Rp133.177.750.000,00;

{4} Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar
Rp927,125.200,00;

(5] Belanja Modal Taman sebesar Rp319. 882 600,00
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d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar

Rplol.347.774.467,00 berkurang sebesar Rpb68.336.688.135,00
menjadi sebesar Rp93.011.086.332,00 atau 3,37% dari total belanja
daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 wvang diuraikan ke dalam
objek:

1] Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar
Rpl153.815.571.407,00 berkurang sebesar Rp68.816.829 824 .00
menjadi scbhbesar RpH4.998.741.583,00 atau 3,08% dan total
belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 vang diuraikan
pada rincian objek:

a) Belanja Modal Jalan sebesar Rp72 852 .789.715,00;

b) Belanja Modal Jembatan sebesar Rpl12.105.951.868,00;

2) Belanja Modal Bangunan Air semula sebesar Rp7.022 203.060,00
berkurang sebesar  Epl.950.653.311,00 menjadi  sebesar
Rp5.071.544.749,00 atau 0,18% dar total belanja daerah sebesar
Rp2.759.154.996,.418,00;

HBelanja Modal Aset Tetap Lainnya semula sebesar Rp244.210,000,00
bertambah sebesar Rp285.510.000,00 menjadi sebesar
Rp529.720.000,00 atau 0,02% dar total belanja daerah sebesar
Rp2.759.154.996 418,00 yang diwuraitkan ke dalam objek Belanja
Modal Bahan Perpustakaan.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan
keuangan dan kebutuhar daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif,
transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan
mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga
Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran vang tercantum pada:
a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula sebesar

Rpl13.716.396.089,00 bertambah sebesar Rpl.422,200.000,00
menjadi sebesar Rpl5.138.596.089,00;

b. Belanja  Modal Alat Laboratorium semula sebesar
Epl0.912.000.000,00 bertambah sebesar Rp5.006.029.000,00
menjadi sebesar Rp15.918.029.000,00.

Dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat

Alat-Alat Kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga vang

kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,

sekaligus tersedianyva pelayanan purna jual untuk keberlangsungan
operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan
kepada masyvarakat.
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Belanja Tidak Terduga

Helanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban
APBD untuk keadaar darurat termasuk keperluan mendesak serta
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnyva dan bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya. Penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut
antara lain dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampaknya serta
sesual ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan butir D.16.c Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023,

Penyvediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar
Rpl15.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp8.500.000.000,.00 menjadi
sebesar Rp6.500.000.000,00 atau 0,24% dari total belanja daeran
sebesar Rp2.759.154.996.418,00 dapat dianggarkan dengan dihitung
secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran
2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan vang sifatnyva tidak
dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah
daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan
Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Transfer

Penyvediaan anggaran Belanja Transfer semula sebesar
Epd471 669 883.920 00 bertambah sebesar Rp394.450 000,00 menjadi
sebesar Rp472.064.333.920,00 atau 17,11% dari total belanja daerah
sebesar Rp2.759.154.996.418,00 yang diuraikan pada:

a. Belanja Bagi Hasil semula sebesar Rpl13.642.460.720,00 bertambah
sebesar Rp394.450.000,00 menjadi sebesar Rpl14.036.910.720,00
atau 0,51% dari total belanja daerah sebesar
Rp2.759.154.996.418,00 vang diuraikan antara lain ke dalam
rincian objek vaitu:

1] Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
gebesar Rpl12.937.033.220,00 atau 10% dar total pendapatan
pajak daerah sebesar Rp129.370.332.197,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil
Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar
10% (sepuluh persen] dari Pajak Daerah, sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 dan butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor B84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,
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2] Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
sebesar Rpl1.099.877.500,00 atau 10% dari total pendanatan
retribusi daerah sebesar Rpl10.998.775.000,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bag Hasil
Ketribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit
sebesar 10% (sepuluh persen) dari Retribusi Daerah,
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan
Pemenntahh Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Normor & Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan butir
D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyvusunan APBD
Tahun Anggaran 2023.

b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rpd458.027.423.20000 atau
16,60% dar total belanja daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00
vang diuraikan antara lain ke dalam rincian objek vaitu:

1} Belanja Bantuan RKabupaten/Kota kepada Provinsi sebesar
Epl46.961.244.200,00 atau 5,33% dan total belanja daerah
sebesar Fp2.759.154.996.418,00;

2) Belamja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp3l1.066.179.000,00
atau 11,27% dari total  ©belanja daerah  sebesar
Rp2.759.154.996.418,00.

dianggarkan dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan
peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu
lainnya guna memberikan manfaat bagi pemben dan/atau penerima
bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan
wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja vang
diwajibkan oleh  peraturan perundang-undangan, kecual
ditentukan lain sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, antara lain untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan
prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS
vang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2023 sesuai dengan  kewenangan  Pemerintah
Kabupaten/Kota dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi
belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman
COVID-19 di berbagai aspck kehidupan, baik aspek pemerintahan,
kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam
rangka penanganan dampak inflasi sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan serta untuk memenuhi alokasi anggaran
kesehatan,
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Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan damn
pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam
peraturar Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Belanja
Bantuan HKeuangan sebagaimana diamanatkan dalam butr
D.16.d.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyvusunan APBE Tahun Anggaran
2023, kecuali ditentukan lain sesua dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

L. Kebijakan Pembiavaan Daerah
Penyediaan alokasi pembiayaan daerah semula sebesar Rp51.292 271,925 .00
hertambah schesar Rp51.409.551.051,00 menjadi gehesar
Rpl102.701.822.976,00 dinnci sebagaimana tercantum dalam Tabel 18
sebagai berikut:
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Berdasarkan tabel di atas, kebijakan pembiavaan daerah terdir dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD harus
merupakan rencana penerimaan daerah vang terukur secara rasional
vang dapat dicapai untuk sedap sumber Penerimaan Daersh dan
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2, Pzngeluaran daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD
merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian
tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yvang cukuap.

3, Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan dianggarkan semula sebesar
Rp90.308.135.395,00 bertambah sebesar Rp45.652.602 693,00 menjadi
sebesar Rpl25.960.7385.088,00. Penerimaan pembiayaan tersebut rerdin
dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

4. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiavaan dianggarkan semula sebesar
Ep29.015.863.470,00 berkurang sebesar Hp5.756.948.358,00 menjadi
sebesar Rp33.258.915.112,00 terdiri dari Pembavaran Cicilan Pokok
Utang Yang Jatuh Tempo.

Dapat diznggarkan sepanjang didasarkan pada jumlah vang harus
dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannyva
merupakan prioritas utama.

KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN FERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKP)
SERTA PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (P-KUA) DAN
PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (P-PPAS)

1. Jumlah program dan kegiatan dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS, serta
Rancangan Peraturan Daerah diuraikan dalam Tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 19

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kepatan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupat tentang Perubahan
Penjabaran APBD dengan P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS
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2. Berdasarkan tabel di atas Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
pada P-KUA dan P-PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

lebih tinggi daripada P-RKFD.
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Selanjuinya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanje Daerah
Tahun Anggaran 2023 belum berpedoman pada RKPD sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kal
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus mzngupayakan
konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dar
P-REPD, P-KUA, P-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
sesual amanat Pasal 265 avat (3), Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal
17 ayat (2} Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Pasal 23 avat (4) Peraturan Pemenntah Momor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Pasal
23 avat (2}, Pasal B9 avat (1) dan Pasal @0 avat (3) Peraturan Pemenntah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah serta Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Eencana Pembangunan Jangka Panmang
Daerah, Fencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Kencana
Kernja Pemerintah Daerah

KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026

Kesesuaian program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
sesuai ketentuan Lampiran VIl Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

|

Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam Hencana
Pembangunan Daerah sebesar Rp2.759.154.996.418,00 sedangkan yang
tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah sebesar
Ep2.759,.154.996.4 148,00

Jumiah program vang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2023-2026 sejumlah 230 program sedangkan vang tercantum dalam
Rancanpan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sejumlah | 34 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar
memperhatikan:
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1. Jumlah anggaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
bersifat indikatif, agar dipastiken belanja daerah setiap tahun dapat
dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan
terhadap prioritas nasional.

2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada
hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan I, hasil fasilitasi
Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PFPAS
Tahun Anggaran 2023, Selanjutnya agar penyesuaian program
mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (IKLU)
dan Indikator Kinerja Daerah (IKD] sebagaimana tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Laumpung Tengah Tahun
2023-2026,

REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam menyusun Perubahan
Anggaran fendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, selain
memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, juga berpedoman kepada antara lain:

A. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBED.
agar Dberpedoman kepada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negernn Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi.
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah dan Keputusan Menten Dalam Negen Nomor 050-58809 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikas:
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menten Dalam Negen Nomar
900.1.15.5-1317 Tahun 2023 serta dilaksanakan secara elektronik melalui
Sistemn Infermasi Pemernintahan Daerah sesual amanat Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir F.l.a Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomaor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

B. Dalam Penvusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
mempedomani ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kal
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 23 ayat (2},
Pasgal B9 ayat (1) dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.
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C. Berkaitan dengan itu, terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan vang
tidak tercantum dalam P-RKPD dan P-KUA serta P-PPAS tidak
diperkenankan untuk dianggarkan dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan
dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA
dan P-PPAS yvang menunjang pencapaian Froritas Pembangunan Nasional
Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung
Tengah dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam
penerapan tatanan norma! baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai
aspek kenidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan
penganggaran belanja wajib dalam rangha penanganan dampak inflasi
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan
darurat, keadaan luar biasa, dan ainanat dan peraturan perundang-
undangan yvang lebih tingg setelah P-RKPD ditetapkan. KUA dan PPAS
disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Angparan
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama,
Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dapat menvesuaikan program,
kegiatan dan sub kegiatan baru.

D. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam menyusun Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 masih terdapat beberapa tahapan vang tidak
sesual  dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan, untuk
selanjutnya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar berpedoman pada
tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai
ketentuan butir F.1.a.8).c] Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dasrah Tahun Anggaran 2023

E. Pemenntah Kabupaten Lampung Tengah agar mencantumkan Pendapatan
Daerah vang terdapat dalam regulasi

(1] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Menten Keuangan Nomor
201 /PME.O7 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;

(2] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2023
tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Beralan
Katagori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran
2023;

(3] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit pada Pasal 30
disebutkan:

Menvatakan bahwa Penyaluran DBH Sawit Tahun Anggaran 2023

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepala Daerah provinsi dan kabupaten /kota menyusun RKP DBH Sawit
Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar penggunaan dan penyaluran Dana
Bagi Hasil Sawit.

b. Penyeluran Dana Bagi Hasil Sawit Tahun Anggaran 2023 dilakukan
secara sekaligus bagi Dacrah provinsi dan kabupaten/kota vang telah
menvamnaikan RKP Dana Bagi Hasil Sawit sebagaimana dimaksud pada
huruf a kepada Menteri ¢.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
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c. Penyampaian RKP Dans Bagi Hasil Sawit sebagaimana dimaksud pada
huruf b dilakukan paling lambat tanggal 30 November 2023,

d. Dalam hal tanggal 30 November 2023 bertepatan dengan hari libur atau
han vang diliburkan, batas waktu penerimaan sebagaimana dimaksud
pada huruf ¢ dilakukan pada har kerja berikutnya.

e. Dalam hal Daerah provinsi dan kabupaten/kota tidak menyampaikan
RKP Dana Bagi Hasil Sawit sampai dengan tanggal 30 November 2023
sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ atau harm kerja berikutnva
sebagaimana dimaksud pada huruf d:

1. Penyvaluran Dana Bagi Hasil Sawit dilakukan secara sekaligus paling
lambat 27 Desember 2023; dan

2. Seluruh Dana Bagi Hasil Sawit yang disalurkan sebagaimana
dimaksud pada angka 1 dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran
2024 dan RKP Dana Bagi Hasil Sawit Tahun Anggaran 2024,

Terdapat selisth kurang penganggaran Dana Transfer Pemerintah Pusat
sebesar Rp-15.353.438.733,00. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung
Tengah agar menyesuaikan anggaran tersebut berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 130 Tahun 2022 menjadi sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil menjadi sebesar Rp 43.418.858.000,00,
2. DAK Non Fisik menjadi sebesar Rp 456.921.494.000,00.

. Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun

2024, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menyvediakan pendanaan
kegiatan pemilihan bersama dengan Pemerintah Provinsi secara
proporsional sesuai beban kerja masing-masing sesuai dengan tahapan
pilkada serentak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negernn Nomor 54
Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54
Tahun 2019,

. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar memperhitungkan kembali

peningkatan anggaran PAD sebesar Rp259.079.320.864,00 menjadi sebesar
Rp267.047.827.175,00 mengingat Realisesi PAD pada tahun sebelumnva
dan realisasi samnpai dengan 31 Agustus 2023 masih cukup rendah dari vang
dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
TA 2023.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mengalolasikan anggaran
dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(Paskibraka) sebesar 1% dan total belanja daerah sesuai ketentuan butr
G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023

Alokasi belanja pegawai dianggarkan sebesar Rpl.241.626.822 983,00 atau
37,39% diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TED (tambahan
penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru yvang
bersumber dari TKD). Hal ini belum memenuhi ketentuan butir D.16.a.1]
Lampiran Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang

Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,
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K. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mengganggarkan Kekurangan
Pembayaran Kewajiban Iluran Pemerintah Daerah kepada Badan
Penvelenggara Jaminan Sosial sebesar Rp8.174.125.235 (per Agustus 2023)
dengan rincian sebagai berikut:

1. luran Pemerintah Daerah sebesar Rp27.207.022.880,00

2. Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Uaerah — Pemerintah Daerah
schagal Penyelenggara Negara scbesar Rpb. 104.315.000,00

4. Bantuan luran Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah
sebesar Rp345.483.600,00

4. Bantuan Iuran PEU Mandin sebesar Rp312.435.200,00

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan

Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menter Keuangan

Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembavaran Kontribusi

luran Peserta Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta

Pekerja Bukan Penenmea Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat

Pelayanan i Ruang Perawatan Kelas lll, Dan Bantuan [uran Bagi Peserta

Pekena Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat

Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas IIl Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau

Pemerintah Daerah.

L. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengab agar menggangarkan kekurangan
Belanja Subsidi Terhadap Biaya Penyelenggaraan [badah Haji/Ongkos
Tranait Daerah sesum Keputusan Gubemur Lampung Nomor
G/255/B.02/HK/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Subsidi
Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap BEiayva Penvelenggaraan Ibadah
Haji/Ongkos Transit Daerah Haji Provinsi Lampung Tahun 2023

M. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar menganggarkan Reinvestasi

Dividen kepada PT Bank Lampung sebesar Rpb.461.458.068.54 untuk
Dividen Tahun Buku 2020, sesuai dengan surat Gubernur Lampung Nomor
Q001867 /VILD2/202]1 tanggal 19 Mei 2021 tentang Eeinvestasi Dividen
Bank Lampung Tahun 2020,
Pelaksanaan investasi harus didasarkan pada Perda tentang Penvertaan
Modal wvang terlebih danulu menyusun analisis investasi sebelum
melakukan investasi, Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat
investasi vang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

M. Terdapat selisih kurang alokasi anggaran luran Jaminan Kesehatan ASN
sebesar Rp5.686.425.184, 2800, Untuk itu, Pemerintah Kabupaten
Lampung Tengah harus menvesuaikan besaran alokasi anggaran luran
Jaminan Kesehatan ASN sesual ketentuan Undang-Undang Nomor <0
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
sebagaimana telah diubak beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020. Peraturan Menteri Dalam Negern
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran luran Jaminan Kesehatan Bagi
Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir
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D.16.a.1).j).{5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

0. Terdapat selisih kurang alokasi Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
sebesar Rp344.281.017,96 dan selisih lebih alokasi Belanja luran Jaminan
Rematian ASN sebesar Rp1.495.345.133,55.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus menyesuaikan besaran
alokasi anggaran Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dan Belanja
luran Jaminan Kematian ASN sesuai ketentuan pada pasal 22 avat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan
kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2017 dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penvusunan APBD Tahun Anggaran
2023, Selisih lebih dapat dianggarkan apabila masih terdapat kewajiban vang
belum direalisasikan pada tahun anggaran sebelumnya.

F.  Alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD
ndak dianggarkan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus
menganggarkan alokasi anggaran iuran anggaran iuran jaminan Kesehatan
bagi pinipinan dan anggota DPRD sebesar Rp6.845.160,00, sesuai ketentuan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang badan Penyelenggara
Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun
2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial
MNasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023,
Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menter Dalam Negeri
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran [uran Jaminan Kesehatan bagi
Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Peme:intah Daerah, dan D.16.a.1].j).15)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negerni Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

(). Alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD
tidak dianggarkan. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus
menganggarkan besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi
pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rpl18.829.276,00 sesuai ketentuan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor & Tahun
2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indcnesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran luran Jaminan Kesehatan
bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir
[.16.a.1).j.(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

R. Terdapat selisih lebih  besaran alokasi anggaran Belanja Tunjangan
Komunikasi Intensif Pimpinan dan  Anggota  DPRD sebesar
Rp2.520.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus
menvesuaikan besaran alokasi anggaran Belanja Tunjangan Komunikast
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Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 6 huruf
¢ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungiawaban Dana Operasional.

. Terdapat selisih lebih alokasi Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
scbesar sebesar Rpl141.120.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten
Lampung Tengah harus menyesuaikan alokasi Belanja Dana Operasional
Pimpinan DPRD sesuai ketentuan Pasal 22 avat 3 Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Admin:stratfl Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemenntzh Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan
keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungijawaban Dana
Operasional.

Terdapat selisth lebih Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar
Rp630.000.000,00. Untuk itu Pemenntah Kabupaten Lampung Tengah agar
menvesuaikan alokasi anggaran tersebut sesuai ketentuan Pasal 8 avat 6
huruf ¢ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keusngan
dan Adrmuimstratif Pimpman dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 1 Tahun
2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompckan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional.

. Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Fendapatan dan Belanja Daeran Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerat Tahun Anggaran 2023

1. HKonsiderans Mengingat :

a. angka 13 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomeor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor ©847).

b. angka 9 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6683).

Dengan adanya perubahan dasar hukum, pencanfumannya agar

disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.



.

10.

12.
13.

16.
17.

Ses
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Lampiran X Sinkronisasi Meyor Project Dengan
Dukungan Program Prioritas Daerah;

Lampiran XI : Daftar Jumilah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan,

Lampiran XIl : Daftar Piutang Daerah;

Lampiran XII1 : Daftar Penvertaan Modal Daerah dan
Investasi Daerah Lainnya;

Lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset
Lain-Lain;

Lampiran XV : Daftar Kegiatan Sub Kegiatan Tahun Jamak
(multi years);

Lampiran AV] : Daftar Dana Cadangan;
Lampiran XVII : Daftar Pinjaman Daerah.

ual ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun

2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

3. Lampiran :

Lampiran |l agar dicantumkan kolom bertambah/(berkurang|
dalam bentuk Rupiah [Ep] dan Persentase (%) sesum lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Ped

oman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Lampiran I :

1)

2)

3)

Judul diubah menjadi RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURLUT
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISAS], PROGEAM,
KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, CAN PEMBIAYAAN.

Format kolom-kolomn lampiran agar disesuaikan dengan
ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoraan Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Pada kolom dasar hukum, cantumkan dasar hukum
perubahan/penambahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar
hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada

kegiatan, dan sub kegiatan, dan dasar hukum
perubahan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub
kegiatan.

Sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9@ Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, RKancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
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4) Pada akhir lampiran agar tiben ruang penandatanganan oleh
Bupati.

Lampiran IV, judul diubah menjadi REKAPITULASI PERUBAHAN

BELANJA DAN KESESUAIAN MENURUT URUSAN FEMERINTAHAN

DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB

KEGIATAN BESERTA INDIKATOR DAN TARGET KINERJANYA,

Lampiran IX, diubah menjadi SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS

DAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM

PRIORITAS DAERAH.

Lampiran X dihapus dan tambahkan Lampiran X baru vaitu

SINKRONISASI MAJOR PROJECT DENGAN DUKUNGAN PROGRAM

PRICRITAS DAERAH.

Lampiran IX diubah menjadi Lampiran XI yaitu DAFTAR JUMLAH

PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN.

Tambahkan 5 (lima) Lampiran baru yaitu Lampiran XII, Lampiran

Xlll, Lampiran XIV, Lampiran XVl dan Lampiran XVI sebagai

berikut !

Lampiran XII : DAFTAR PIUTANG DAERAH.

Lampiran Xl DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN
INVESTASI DAERAH LAINNYA,

Lampiran XIV . DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN

PENGURANGAN ASET TETAF DAERAH DAN
ASET LAIN-LAIN.

Lampiran XV : DAFTAR KEGIATAN SUB KEGIATAN TAHUN
JAMAK (MULTI YEARS).
Lampiran XVI : DAFTAR DANA CADANGAN.

Lampiran XI diubah menjadi Lampiran XVIIL

Seauail ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan amanat Pasal 10 hasil
koreksi pada rancangan peraturan daerah,

ll. Hancangan Peraturan Bupat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

L.

ronsiderans Menimbang diubah menjadi :

hahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah

Kabupaten Lampung Tengah Nomor ..... Tahun 2023 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan oprasional pelaksanasnnva,

Konsiderans Mengingat disesuaikan dengan hasil koreksi pada

rancangan peraturan daerah,

Batang Tubuh :

a. Pasal 1 berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau
akronim vang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi
dan/atau hal-hal lain yvang bersifat umum yvang berlaku bagi
pasal atau beberapa pasal sesuail ketentuan angka 98 Lampiran
[l Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah
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beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2022

b. Pasal 3 diubhah menjadi -

Lampiran |

Lampiran (I

Lampiran (I

Lampiran [V

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran 1X

Lampiran X

Pasal 3

‘Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang

Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objele, Dan
rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek, Pendaparan,
Belanja, Dan Pembiayvaan;

: Penjabaran Perubahen APBD Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Dan Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, Dan Pembiavaan;

¢ Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan

Besaran Hibah:

. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan

Besaran Bantuan Sosial;

* Dafltar Nama Penerima, Alamat Penenima, Dan

Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Dan
Bersifat Khusus;

: Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima. Dan

Sesaran Belanja Bagl Hasal,

: Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Dan Rincian Objek Dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;

. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan

Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minvak
Dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian
Oljek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja
Dan Pembiayaan:

¢ Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Pada

Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah  Dengan Program
Prioritas Perbatasan Negara;

: Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Bupat

tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Disajikan
Berdasarkan Sumber Dana;
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Lampiran Xl : Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi PerFKTP;
Lampiran XIl  : Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS PerSekolah; dan
Lampiran XIIl : Formulir Komitmen Pemerintah Daerah

Menganggarkan Barang Dan Jasa Serta Belanija
Modal Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Lampiran :

a.

Lampiran I ;
Agar dicantumkan kolom bertambah/(berkurang) dalam bentuk
Persentase (%o dan Kolom penjelasan agar mencantumkan :
1} dasar hukum pendapatan.
2] penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar
hukum, lokas: sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus
dan/atau sudah diarahkan penggunaannyva, dan sumber
pendanaan sub kegiatan.
3] penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengena dasar
hukum, sumber penerimaan pembiayvaan untuk kelompok
penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayvaan
untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.
sesual ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Tainbahkan 2 {dua) Lampiran baru vaitu Lampiran V dan
Lampiran V] sebagai benkut :
Lampiran V ; DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA.
DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT
UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS.

Lampiran V. DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA,
DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL.

Lampiran V diubah menjadi Lampiran VI, dan judul diubah

mernjadi RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISAS], PROGRAM, KEGIATAN,

SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN

OBJEK DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN

PEMBIAYAAN

Lampiran VI diubah menjadi Lampiran VIl dan judul diubah
menjadi RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI
DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK
DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISAS], PROGRAM, KEGIATAN, SUEB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB
RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN.

Lampiran VIl dihapus.

Lampiran VIl diubah menjadi Lampiran [X dan judul diubah

menjadi SINKRONISAS] KEBLJAKAN PEMERINTAH DAEERAH

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA PADA DAERAH PERBATASAN

DALAM RANCANGAN PERDA TENTANG AFED DAN RANCANGAN

PEREKADA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM

PRIORITAS PERBATASAN NEGARA.
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g Tambahkan 4 (empat) Lampiran baru yaitu Lampiran X, Lampiran

21, Lampiran Xll dan Lampiran X1l sebagai berikut :

Lampiran X : REKAPITULAS!I DAN SINKRONISASI PERKADA
PENJABARAN APBD YANG DISAJIKAN
BERDASARKAN SUMBER DANA.

Lampiran XI : DAFTAR ALOKASI ANGGARAN DANA KAPITASI
PER FKTF.

Lampiran X1l : DAFTAR ALOKASI ANGGARAN DANA BOS PER
SEKOLAH.

Lampiran XIll : FORMULIR KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH
MENGANGGARKAN BARANG DAN JASA SERTA
BELANJA MODAL BERUPA PRODUK DALAM
NEGERI (PDN}, TINGKAT KOMPONEN DALAM
NEGERI [TKDN]).

Sesual ketentuan Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor 84

Tahun 2022 tentang Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan amanat Pasal 3

hasil koreksi pada rancangan peraturan bupati.

U, Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan
Bupati Lampung Tengah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 vang tidak
tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman
kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR mﬂ,

ARINAL DJUNAIDI



